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Kata Pengantar

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.
(Rektor Universitas Sawerigading Makassar)

Alhamdulillahirobbilamin..., Puji Syukur atas hadirat Allah
SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, kepada kita semua, semoga
dalam lindungan-Nva, sehingga karya buku ini dapat dipublikasi-
kan. Sebagai insan akademis yang memiliki tugas utama adalah
menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan salah satunya me-
lakukan publikasi buku. Sebagai Rektor Universitas Sawerigading
Makassar, saya memberikan apresiasi dan menyampaikan peng-
hargaan atas karya Dekan Fisipol Universitas Sawerigading
Makassar Dr. Adi Sumandiyar, S.Sos., M.Si, vang berjudul
Antisipasi Ancaman Non Militer dalam Pembangunan.

Pembangunan suatu negara tidak hanya harus memperhatikan
ancaman militer, tetapi juga harus mengantisipasi ancaman non-
militer yang dapat mempengaruhi stabilitas dan@majuan suatu
negara. Ancaman non-militer dapat berasal dari berbagai bidang,
seperti  politik, ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknologi.
Antisipasi ancaman non-militer sangat penting dalam pembangunan
suatu negara. Ancaman non-militer dapat memiliki dampak yang
serius terhadap stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dari
aspek stabilitas politik, ancaman non-militer seperti konflik politik,
ketidakstabilan pemerintahan, atau ketidakpuasan sosial dapat
mengganggu stabilitas politik suatu negara. Hal ini dapat
menyebabkan ketidakpastian, ketegangan sosial, dan bahkan konflik
bersenjata. Dengan mengantisipasi ancaman tersebut, negara dapat
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mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk
menjaga stabilitas politik.

Sedangkan dari aspek pertumbuhan ekonomi, ancaman non-
militer seperti krisis ekonomi, ketidakstabilan keuangan, atau
bencana alam dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada
pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat menghambat
investasi, perdagangan, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku
usaha. Dengan mengantisipasi ancaman ekonomi tersebut, negara
dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk menjaga
stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi vyang ber-
kelanjutan.

Monografi yang ditulis oleh Dekan Fisipol Universitas
Sawerigading Makassar ini hadir untuk memperkaya khasanah
referensi tentang kajian politik pembangunan, keamanan nasional,
dan geopolitik. Karena itu, melalui buku ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan. Melalui buku ini
dapat memotivasi dan memacu dosen, peneliti, mahasiswa, dan
pemerhati pertahanan negara untuk mendukung upaya pemerintah
dalam pemerataan pembangunan agar terus menuangkan ide dan

pemikirannya. Wassalam.

Makassar, Jum 2023
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Bab 1
Pendahuluan

A. Urgensi Pertahanan Nasional

Perkembangan sistem pemerintahan merupakan cara pemer-
aih dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan.
Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tataran utuh
yang terdiri atas berbagai gnpﬂnen pemerintahan vang bekerja
saling ketergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan
dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Sistem pemerintahan tersebut
berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, pada bidang ide-
ologi, politik, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), keselamatan
umum, teknologi dan legislasi.
Indonesia adalah sebuah negara kesatuan namun terdapat
pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini
adalah untuk mendorong otonomi daerah dan dnrnng pem-
bangunan daerah menjadi lebih pesat. Hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah dapat dijalankan secara langsung. Undang-undang
yang mengatur adalah UU No 32/2004. Pemerintah pusat memiliki
wewenang sepenuhnya dalam hal pert@nan, keamanan, moneter,
politik LN, pendidikan,@n agama. Sebagaimana yang terdapat
dalam Pasal | ayat I, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang
berl:ientquublik‘ Menurut Undang-Undang Dasar 1945, ke-
daulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.
Sistem pemerintahannya vaitu negara berdasarkan hukum (rechs-
staat). Dengan kata lain, penvelenggara pemerintahan tidak ber-
dasarkan pada kekuasaan lain (machsstaat), dengan berlandaskan

pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersifat abso-
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lutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Semenjak lahimya refor-
masi pada akhir tahun 1998, bangsa dan negara Indonesia telah ter-
jadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerin-
tahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.
Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia se-
bagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan Repub-
lik Indonesia telah menjelaskan bahwa ancaman bagi negara dapat
dikategorikan menjadi dua bagian, yakni ancaman militer dan
ancaman Nonmiliter. Ancaman militer merupakan sebuah tanggung
jawab dan kewajiban bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam
rangka mencegah dan menghadapi, demi mempertahankan kedaula-
tan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk an-
caman Nonmiliter sesungguhnya dibutuhkan upaya kerjasama dari
semua elemen masyarakat dan pengambil kebijakan juga kemen-
terian maupun lembaga hingga sampai pada tataran pemerintah
daerah dan elemen masyarakat yang ikut berperan secara aktif
sesual dengan bentuk dan macam ancaman Nonmiliter yang akan
terjadi.
Sebagaimana vang terdapat dalam Undang-Undang No. 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa
Tentara Nasional Indonesia adalah alat pertahanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan
negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan ke-
utuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan
operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta
ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
intemasinnaﬁSebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, maka bentuk
pertahanan NKRI dapat berupa pertahanan yang sifatnya militer dan

juga Nonmiliter. Kemudian pertahanan negara menjadi sebuah
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sistem yang disebut dengan Sistem Pertahanan Negara vang ke-
mudiandi dalam Pasal 1 peraturan perundangan ini dijelaskan
bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,
dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini
oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulat-
an negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik
Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap
ancaman.

Selanjutnya Pasal 3 Avyat (2) dijelaskan bahwa Dalam ke-
bijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di
bawah koordinasi Departemen Pertahanan yang kemudian saat ini
telah bgama Kementerian Pertahanan. Di dalam Pasal 4 dijelaskan
bahwa TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan
Laut, dan TNI Angkatan Udara vang melaksanakan tugasnya secara
matra atau gabu di bawah pimpinan Panglima TNI. Di dalam
Pasal 7 Ayat (laang berkaitan dengan Tugas Pokok TNI maka di-
aturlah bahwa Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Kemudian, Pasal ?@rat (2) dijelaskan pula dengan lebih
detil bahwa Tugas Paok sebagaimana dimaksud pada avat (1) di-
lakukan dengan; (1) operasi mil'ar untuk perang; dan (2) operasi
militer selain perang, meliputi; (a) mengatasi gerakan separatisme
bersenjata; (b) mengatasi pemberontakan bersenjata; (c) mengatasi

aksi terorisme; (d) mengamankan wilayah perbatasan; (e) meng-
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amankan objek wvital nasional yang bersifat strategis; (f) melak-
sanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik
luar negeri; (g) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta
keluarganya; (h) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan se-
mesta; (1) membantu tugas pemerintahan di daerah; (j) membantu
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas ke-
amanan dan ketertiban masyarakat vang diatur dalam undang-
undang; (k) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala
negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di
Indonesia; (1) membantu menanggulangi akibat bencana alam,
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; (m) membantu
pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue);
dan (n) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundu-
pan

Berdasarkan tugas pokok tersebut tampak bahwa Tugas
Pokok TNI tidak hanya yang bersifat militer dengan perang, namun
juga memiliki tugas vyang berkaitan dengan non perang atau
Nonmiliter. Tugas Pokok TNI yang berkaitan dengan Nonmiliter,
dapat diidentifikasi dengan ancaman Nonmiliter yang mengancam
sebuah EEara. Ancaman Nonmiliter tersebut dapat terjadi di dalam
bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keselamatan
umum, teknologi, dan juga aparat serta penegak hukuxrmlain itu
TNI juga memiliki Tugas Pokok untuk membantu Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dapat juga
membantu terhadap bencana alam, dan dapat juga membantu ke-
giatan vang sifatnya kemanusian lainnya. Maka sudah selayaknya
TNI dan pemerintah saling bersinergis dalam rangka melakukan

tugas pertahanan negara. Dimana pemerintah daerah juga harus
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melaksanakan pertahanan negara termasuk di daerahnya, dan TNI
sebagai alat pertahanan, dapat bahu membahu dalam menjaga ke-
utuhan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.

Ancaman Nonmiliter pada hakikatnya ancaman yang meng-
gunakan faktor-faktor Nonmiliter dinilai mempunyai kemampuan
yang nanbahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, ke-
utuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman
ini salah satunya disebabkan nlelﬁlgamh negatif dari globalisasi.
Ancaman Nonmiliter diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik,
ekonomi, sosial dan budava (Ipoleksosbud), keselamatan umum,
teknologi dan legislasi.

Ancaman ideologi yang dimaksud adalah paham komunis,
paham zionis, dan pengaruh paham liberalisme. Dalam hal ini pa-
ham komunis merupakan paham yang tidak sesuai dengan kepri-
badian dan pandangan hidup Bangsa Indonesia, dimana Bangsa
Indonesia sangat mengakui adanya Tuhan, masyarakat Indonesia
sangat menghormati HAM, sangat menjunjung tinggi budaya
Gotong Royong, serta banyak Keyakinan Agama dan Budaya se-
bagai warisan dari para leluhur yang sangat majemuk. Selanjutnya
ideologi zionis adalah gerakan politik ekstrim orang-orang Yahudi
yang berupaya endirikan sebuah Negara Yahudi di Palestina, oleh
karenanya melalui gerakan tersebut dmapkan bisa memerintahkan
dunia seluruhnya. Sedangkan paham liberalisme merupakan paham
yang menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di se-
gala bidang, kebebasan vang dimaksud adalah kebebasan di bidang
politik, bidang ekonomi maupun bidang agama.

Indonesia yang saat ini memiliki jumlah penduduk 257.912.
349 penduduk (data BPS Juni 2016) telah mengalami banyak per-
ubahan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut ditunjuk-
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kan melalui terjadinya dinamika sosial yang ada di negara sedang
berkembang vang merupakan suatu keniscayaan yang tidak ter-
hindarkan. Namun demikian, hal yang tetap harus diwaspadai
adalah gagasan radikalisme yang ada dinamika sosial tersebut, baik
yang sifatnya nampak terlihat secara nyata maupun yang tidak ter-
lalu terlihat.

Mencermati fenomena isu radikalisme yang terjadi di Indo-
nesia tidak pelak lagi menjadi sebuah sorotan yang mendalam se-
bagaimana yang terdapat dalam pemberitaan terkait aksi-aksi vang
dilakukan oleh gerakan radikalisme ISIS ([slamic State of Irag and
Svria-Negara Islam Irak dan Syam) di Indonesia. Sebagaimana
yang terjadi dalam aksi serangan teror bom bunuh diri yang terjadi
di Kampung Melayu pada Hari Rabu, 24 Mei 2017. Teror naas
tersebut mengakibatkan lima orang meninggal dunia, termasuk dua
diantaranya merupakan terduga pelaku bom bunuh diri dan dua
belas orang mengalami luka serius. ISIS mengklaim bahwasanya
kelompoknya yang melakukan aksi teror tersebut yang mereka
siarkan melalui media ISIS, Amaq News Agency vang dilakukan
oleh Militan ISIS (liputan6.com, diakses pada 11 Juni 2017).
Terdapatnya berbagai macam argumentasi dan alasan yang sifatnya
lebih struktural dan panjang dapat menjadi pemicu, sehingga
kelompok ISIS melakukan aksi terornya.

Ancaman Nonmiliter yang sifatnya ke arah politik diantara-
nya merebaknya kasus korupsi yang melibatkan dan menyeret para
elite politik itu sendiri. Kasus korupsi tersangka suap kasus ang-
garan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(KemenPU Pera) yang menimpa anggota DPR-RI dari Komisi V
Fraksi PAN daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, vakni
Andi Taufan Tiro. Atas perbuatannyﬁ“aufan yang merupakan
anggota DPR RI asal Sulsel ini, dijerat pasal 12 huruf a dan b atau
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pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Juncto pasal 55 ayat | KUHP (rakvatsulsel.com, diakses 11 Juni
2017).

Ancaman Nonmiliter dibidang ekonomi adalah terjadinya
pengangguran, kelaparan, kemiskinan, terjadinya persaingan secara
ketat produsen barang, pangan/jasa dari dan @am luar negeri. Se-
bagaimana vang diumumkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik
(BPS) Suryamin bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per
Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Angka im sekitar 10,86%
dari jumlah penduduk nasional. Dalam hal ini, maka BPS membagi
@a kemiskinan menjadi penduduk miskin perkotaan dan pedesaan.
Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah 280 ribu
orang pada Maret 2016. Sedangkan untuk penduduk miskin daerah
pedesaan sejumlah 220 ribu orang (m.tempo.co, diakses 11 Juni
2017).

Bidang sosial budaya adalah lunturnya budaya gotong-
royong, berubahnya sifat dan perilaku warga akibat meniru budaya
luar, kesantunan vang mulai pudar, tidak perduli bila budaya Indo-
nesia diklaim negara lain. Kebudayaan Indonesia yang pernah di-
kalim oleh Negara Malaysia adalah Wavang Kulit sebagai bagian
dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia
yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit.
Namun pada akhimya tepatnya tanggal 27 November 2003
UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai warisan kebudayaan
Indonesia (citizen6.liputan6.com, diakses 11 Juni 2017). Sementara
untuk keselamatan umum adalah Pembangunan Makassar New Port
(disingkat MNP) yang memiliki pengaruh dan dampak bagi TNI
AL/Lantamal VI. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, pem-
bangunan MNP memiliki dampak dan pengaruh terhadap keberada-

an Lantamal VI, bilamana dikaitkan dengan rencana pembangunan
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kekuatan TNI AL di masa yang akan datang, dimana di wilayah
Makassar akan dibangun sebagai Markas Komando Armada Tengah
sebagai bagian dari rencana pembangunan wilayah pertahanan
Negara (Baca: Mabesal 2016. Postur TNI Angkatan Laut Tahun
2005 sampai dengan Tahun 2024. Perkasal Nomor 06 Tahun 2016
Tanggal 26 April 2016.).

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis vang telah
menghasilkan perubahan arah dan bentuk ancaman serta berpedo-
man pada kebijakan nasional di bidang pertahanan melalui per-
hitungan kekuatan TNI AL yang memiliki kemampuan untuk meng-
atasi ancaman dalam dua trouble spot dan satu kekuatan cadangan
dengan tetap menggunakan pendekatan tugas dan mempertimbang-
kan kemampuam:iukungan anggaran dari pemerintah (Baca:
Mabesal. 2016. Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL Menuju
Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force). Perkasal
Nomor 05 Tahun 2@‘

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros,
Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata), pada pasal 7 huruf a
menyatakan bahwa kebijakan penataan 104 2 kawasan perkotaan
Mamminasata, meliputi pengembangan ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan negara serta pml 8 huruf e, yang me-
nyatakan bahwa strategi pengembangan ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan dan keamanan negara, salah satunya dilaksanakan
dengan mengembangkan zona penvangga yang memisahkan antara
kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara dengan ka-
wasan budi daya terbangun di sekitarnya.

Namun pada faktanya, pembangunan MNP telah memper-
sempit ruang wilayah pertahanan laut Lantamal VI, utamanya aspek

Fasilitas Pelabuhan (Faslabuh) dikarenakan tidak tersedianya daerah
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lego jangkar bagi unsur-unsur operasi sesual yang dipersyaratkan
sebagail Pangkalan TNI AL kelas A bahwa daerah laut yang harus
disediakan di depan dermaga operasi maupun dermaga lainnya
untuk tempat kapal lego jangkar dengan minimal 2 (dua) mil per-
segi (Baca: Mabesal. 2013. Buku Petunjuk Administrasi Standari-
sasi Pengkalan TNI AL (PUM-03). Keputusan Kasal No.
1771/X11/2013 Tanggal 23 Desember 2013). Pembangunan MNP
memiliki dampak terhadap peningkatan intensitas lalu lintas kapal
yang hilir mudik pada alur pelayaran di sekitar Pelabuhan dan di
Selat Makassar serta mempersempit ruang gerak/Manuvra kapal
yang akan keluar masuk dan sandar di dermaga Lantamal VI yang
berpotensi menimbulkan kerawanan terjadinya kecelakaan di
samping itu juga tidak tersedianya area lego jangkar unsur-unsur
operasi sesuai yang dipersyaratkan untuk Pangkalan TNI AL kelas
A (Baca: Komando Armada Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI
AL VI. 2017. Kajian Tentang Pengaruh Pembangunan Makassar
New Port dan Dampaknya Bagi TNI AL/Lantamal VI. Pangkalan
Utama TNI AL VI). Selanjutnya kejahatan cyber crime (kejahatan
dunia maya) adalah serangan Virus Rassomware Wanna Cry yang
saat inl membuat resah yang telah berakibat menyerang berbagai
fasilitas yang terhubung lewat fasilitas jaringan internet. Pada kasus
di Indonesia virus ini telah berhasil menyerang perangkat komputer
yang terdapat pada rumah sakit RS Dharmais dan RS Harapan Kita
di Jakarta (sulsel rakyatku.com, diakses 11 Juni 2017).

Hasil penelitian oleh Badan Pusat Statistik, tentang Panda-
ngan Masyarakat Terhadap Kehidupan Bernegara yang dilakukan
pada tahun 2011, menghasilkan sebuah hasil bahwa 80% masya-
rakat mengetahui bahwa UUD 1945 sebagai Pilar Kehidupan Ber-
bangsa dan Bernegara, sementara dalam kondisi yang lain yang me-
ngetahui NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar Kehidupan
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Berbangsa dan Bemegara hanya sekitar 67-78%. Hal ini memberi-
kan gambaran kekhawatirkan terhadap pilar kehidupan berbangsa
dan bernegara saja yang diketahui masih banyak masyarakat yang
tidak mengetahui. Selanjutnya penelitian yvang sama dinyatakan
bahwa terdapat 10,6% masyarakat perkotaan yang tidak bisa me-
nyebutkan secara lengkap bunyi sila Pancasila, serta 14% pada
masyarakat desa dan 9% pada masyarakat elit.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi di Indo-
nesia vang terletak di bagian selatan Sulawesi. au kotanya adalah
Makassar, dahulu disebut Ujungpandang yang terletak di 0°12'-8°
Lintang Selatan dan 116°48'-122°36" Bujur Timur. Luas wilayahnya
45.764,53 Km’. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan
Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Su-
lawesi Tenggara di anur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores
di selatan. Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan terdaftar
sebanyak 9.352.424 jiwa dengan pembagian 4.471.332 orang laki-
laki dan 4.881.092 orang perempuan. Pada tahun 2016, penduduk di
Sulawesi Selatan sudah mencapai 9.352.424 jiwa.

Posisi vang strategis tersebut, perlu kiranya melakukan pe-
rencanaan pembangunan yang tepat dan komprehensif. Dalam
proses perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan diharuskan menyusun sebuah dokumen peren-
canaan Elbangunan daerah yang disebut dengan Rencana Pemba-
ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yvang akan memetakan
pembangunan daerah sel lima tahun. RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan didasaﬁengan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih
yaitu visi misi Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H., M.M. dan
Wakil Gubernur Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S., vang memiliki
visi “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan

Nasional dan Simpul Jejaring Kesejahteraan Masyarakat”. Untuk
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mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan memiliki Misi sebagai berikut:

l. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yvang religius
dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;

2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan
sosial dan kelestarian lingkungan;

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kese-
hatan dan infrastruktur;

4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasio-
nal dan global;
Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;

6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial
dan kesatuan bangsa;

7. Meningkatkan perwujudan kepemerintahan vyang baik dan
bersih.

Kesemua visi dan misi tersebut harus dijabarkan dalam se-
buah dokumen vang disebut dengan RPJMD. Selain dari pada itu
kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan meng-
alami pertumbuhan sebesar 7,78% pada tahun 2008 dan tumbuh se-
besar 6,20% tahun 2009 atau 7,34% (tanpa nikel); Pertumbuhan
Ekonomi Triwulan I tahun 2010 mencapai 7,77% dan diperkirakan
pada Triwulan II mencapai 8,02%; PDRB tahun 2009 (ADHK) se-
besar Rp 47,31 Triliun dan 99,90 Triliun (ADHB); dan Pendapatan
Perkapita Rp 12,63 Juta pada tahun 2009. Sementara untuk kondisi
sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan tahun
2008 mencapai 70,22%; Angka Harapan Hidup 69,60 tahun 2008;
Penduduk miskin 12,31%% tahun 2009 yang berjumlah 963,6 ribu;
Tingkat Pengangguran 8,90% pada tahun 2009 yang berjumlah
296.559 orang (sulselprov.go.id, diakses 11 Juni 2017). Potret ke-

majuan dari pelaksanaan pemerintahan, dapat digambarkan dari
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indikator ekonomi makro dan sosial yang terus mengalami per-
kembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Tahun
2016 sebesar 7,41%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar
7,17%. Pertumbuhan ini melampaui pertumbuhan rata-rata nasional
sebesar 5,02%. Dengan pencapaian ini, menempatkan Sulsel pada
urutan ketiga secara nasional setelah Sulawesi Tengah dan Papua.
Dengan demikian pertumbuhan ini memberikan konstribusi ter-
hadap nilai PDRB Sulsel, atas dasar harga berlaku yang mengalami
kenaikan sebesar Rp.38 triliun lebih dari Rp.341 triliun lebih di
tahun 2015, menjadi Rp.379 triliun lebih di Tahun 2016. Per-
tumbuhan ekonomi umumnya berpengaruh pada laju inflasi. Inflasi
di Sulsel mengalami penurunan sebesar 5,67% dari 8,61% di tahun
2014, menurun menjadi 2,94% di tahun 2016.

Pusat pertumbuhan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan
banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Pening-
katan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung
percepatan pembangunan. Dalam analisis pusat pertumbuhan
wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya dibagi dalam dua
kategori yvakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan
Industri (KI). Pada aspek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini
Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki KEK, dan pada RKP
2016 belum ada daerah di Sulawesi Selatan yang akan dikembang-
kan menjadi KEK. Sementara itu, arah pengembangan Kawasan
Industri (KI) berada di luar Pulau Jawa yang diharapkan dapat
menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan
efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-
pusat pertumbuhan baru. Saat ini KI di Provinsi Sulawesi Selatan
terletak di Kecamatan Pajakukang Kabupaten Bantaeng dengan luas
lahan sekitar 3000 hektar yvang kegiatan utamanya infegrated

industry ferronikel, stainless steel, dan produk hilir lainnya (Baca:
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Seri Analisis Pembangunan Wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan, 2015).

Mewujudkan stabilitas keamanan dan rasa aman serta ke-
tertiban lingkungan di Sulawesi Selatan bukanlah suatu hal mudah,
sepele, nan gampang, terlebih lagi bila dihadapkan dengan komp-
leksitas dan kemajemukan etnis, budaya, dan perilaku masyarakat
Sulawesi Selatan. Stabilitas keamanan dengan tetap menjunjung
tinggi sendi dasar Demokrasi merupakan kunci mendasar mewujud-
kan kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan sangat memerlukan
stabilitas keamanan sebagai penopang utama pesatnya pertumbuhan
perckonomian dan sendi sendi kesejahteraan masyarakat. Provinsi
Sulawesi Selatan terutama di wilayah perkotaan beberapa tahun
terakhir disuguhkan berita-berita adanya fenomena Begal dan
premanisme jalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua
(sepeda motor).

Salah satu contoh aksi para begal di Kota Makassar yang me-
nelan korban nyawa, Musyarrafah adalah seorang aktivis Muham-
madyah vyang juga merupakan Wakil Ketua Nasyatul Aisyah
Provinsi Sulawesi Selatan meregang nyawa setelah tak kuasa
melawan aksi begal. Begal dan kekerasan jalanan menjadi teror ter-
sendiri bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan sekitamya. Koran
lokal setiap harinya seolah tidak pernah luput memberitakan aksi
para preman jalanan ini. Menyaksikan semakin maraknya aksi
begal, maka tidak salah jika sebagian masyarakat menganggap Kota
Makassar dan Sulawesi Selatan semakin tidak aman. Aksi begal
bukan hanya persoalan kenakalan remaja biasa,tapi sudah menjurus
pada kejahatan luar biasa.

Pemerintah Sulawesi Selatan kedepan harus serius dan wajib
melakukan segala upaya untuk mencegah semakin maraknya peri-

laku kejahatan jalanan ini. Karena jika tidak, maka rakyat tidak
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akan percaya lagi dengan pemerintahnya dan dalam tataran masya-
rakat demikian, rakyat akan bergerak dengan logika hukumnya
sendiri. Masalah ekonomi dan kondisi sosial dapat membuat orang
menjadi nekat. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
bisa menjadi kambing hitamnya. Oleh karena itu program pem-
berantasan kemiskinan wajib digalakkan oleh pemerintah provinsi
maupun daerah untuk menekan tingginya angka kriminalitas di
Sulawesi Selatan guna menyelesaikan akar masalah stabilitas ke-
amanan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Kinerja dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-
PP) di tengah-tengah masyarakat dan pemberdayaan aparatur RT
dan RW untuk mengawasi perilaku warga wajib dimaksimalkan
guna membantu aparatur penegak hukum mencegah terjadinya
tindak kriminalitas dan menciptakan ketertiban di tengah-tengah
masyarakat. Kerjasama dan komunikasi intens antar pemerintah dan
aparatur penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah
juga berperan penting dalam upaya memantapkan stabilitas ke-
amanan dan jaminan rasa aman serta Kketertiban lingkungan di

Sulawesi Selatan.

B. Problematika Pertahanan Nasional di Daerah

Urgensi pertahanan nasional sebagaimana diuraikan di atas
masih menyisahkan beberapa permasalahan dalam konteks pem-
bangunan daerah, vaitu sebagai berikut:

l. Belum optimalnya sinergitas pembangunan daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam
rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

2. Belum optimalnya strategi pembangunan daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam

rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
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3. Belum optimalnya penerapan regulasi terhadap pembangunan
daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman
Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan per-

tahanan negara.

C. Beberapa Contoh Kasus

Beberapa hasil kajian oleh para penulis sebelumnya tentang
Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Meng-
hadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung Penye-
lenggaraan Pertahanan Negara. Secara mendasar para penulis ter-
sebut, memiliki penekanan yang berbeda dalam memandang sistem
pertahanan dan keamanan negara, kajian yang dilakukan oleh
Kusnanto Anggoro (2003), tentang keamanan nasional, pertahanan
negara, dan ketertiban umum. Poin utama vang dihasilkan adalah
era millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamen-
tal vang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan.
Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demo-
kratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan global-
isasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporak-
porandakan kerangka lama hubungan antar negara dan secara ber-
arti mengubah gravitasi politik domestik negara-negara. Bersama
dengan kompleksitas politik dalam negeri, semua itu memengaruhi
“keamanan nasional” (national security) suatu negara. Sebab itu,
masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi me-
merlukan berbagai penataan ulang perundangan vang mengatur
tentang “keamanan nasional”.
Kajian yang dilakukan oleh Heru Susetyo (2008), tentang
menuju paradigma keamanan komprehensif berperspektif keamanan
manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Poin utama

dari kajian tersebut adalah diskusi masalah keamanan Negara
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Kesatuan Republik Indonesia setelah meraih kemerdekaannya, di-
nilai masih sangat kompleks akan adanya ancaman sistem ke-
amanan vang dapat memperpecah sistem keamanan dan ketahanan
negara. Olehnya itu, maka sistem keamanan nasional secara kom-
prehensif dinilai masih perlu dioptimalkan, dinilai saat ini maraknya
aksi upaya pemecah belah bangsa dan negara melalui aksi-aksi
ideologi vang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Di
samping itu pula, faktor ancaman lainnya adalah keterbelakangan
ekonomi yang diakibatkan adanya ketimpangan sosial vang terjadi
di wilayah pusat dan daerah sebagai bentuk ketimpangan ekonomi
yang dinilai masih sentralistik.

Hasil penelitian dilakukan oleh Mirtusin (2010), tentang
tugas pertahanan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem ketata-
negaraan Republik Indonesia. Poin utama dari hasil penelitian ini
adalah reformasi sektor pertahanan dan Keamanan selama kurang
lebih delapan tahun di Indonesia meski mengalami kemajuan yang
relatif baik, tapi masih membutuhkan beberapa pembaruan.
Lembaga-lembaga vang terkait dengan sektor pertahanan dan ke-
amanan masih belum profesional dalam merumuskan peran masing-
masing, meski sudah merevisi doktrin. Perlu dipertegas peran dan
fungsi dari masing-masing lembaga tersebut, dalam keamanan
dalam negeri, karena merupakan wilayah abu-abu yang berpotensi
terjadinya konflik kedua lembaga. Sesungguhnya keberadaan UU
Keamanan Nasional sebagai payung legal menjadi begitu penting
bagi aktor keamanan seperti TNI, Polri, maupun intelijen. Tanpa
adanya perundang-undangan payung tersebut, koordinasi yang
buruk, serta bentrok antar aparat di lapangan niscaya akan sulit
untuk diminimalisir.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Petronila (2013),

tentang peran militer dalam pembangunan pertahanan dan ke-
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amanan di Kalimantan Timur. Poin utama adalah peran militer
dalam pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan khususnya
korem 091/Aji Surya Natakesuma di Kalimantan Timur dengan
memfokuskan pada 3 (tiga) peran dari nperasiiliter selain perang
yaitu mengamankan objek vital nasinna mengamankan tamu
negara setingkat dengan kepala negara yang sedang berada di
Kalimantan Timur dan Membantu menanggulangi akibat bencana,
pengungsian dan pemberian bantuan kemanusian. Dalam masa
damai seperti saat ini, Korem 091/Aji Surya Natakesuma harus
mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan global untuk men-
jaga pertahanan Negara khususnya Kalimantan Timur. Oleh karena
itu, peran militer dalam pembangunan sangatlah diperlukan untuk
mendukung dan mempercepat proses pembangunan demi ter-
sentuhnya masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan sesuai
dengan tujuan Negara. Adapun kendala-kendala yang dihadapi
adalah pengerahan pasukan, komunikasi, saranadan prasarana,
logistik, kondisi sosial dan kondisi cuaca. Data vyang diper-
sentasekan dalam tulisan ini bersumber dari penelitian lapangan
selama 4 minggu di Korem 091/Aji Surya Natakesuma, 2013 di
Kalimantan Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013),
tentang optimalisasi penyelenggaraan pertahanan wilayah perbatas-
an pendekatan human security dalam rangka mendukung ketahanan
wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kali-
mantan Barat. Poin utama hasil penelitian adalah penyelenggaraan
pertahanan di wilayah perbatasan Entikong belum maksimal yang
disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap beberapa daerah
terpencil, belum tertibnya lalu lintas barang dan manusia melalui
jalan tradisional dan kurangnya pelibatan masyarakat dalam per-

tahanan wilayah. Ditemukan bahwa masih terdapat keterbatasan
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sarana prasarana dasar (transportasi, listrik, air bersih, dan tele-

komunikasi), ketergantungan ekonomi masyarakat Indonesia di

perbatasan terhadap Malaysia, keterbatasan kualitas sumber daya

manusia dan keterbatasan piranti lunak tentang pertahanan non-

militer.

D. Konsep dan Dasar Pemikiran

1.

Sinergitas mengandung arti kombinasi atau bagian yang
mat menghasilkan luaran lebih baik dan lebih besar.
Pembangunan Nasional adalah rangkaian upava pemba-
ngunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan
nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD
1945,

Pembangunan Wilayah adalah bagian dari Pembangunan
Nasional, berupa rangkaian program dan kegiatan meling-
kupi perencanaan, pengauran, pembangunan, pengemba-
ngan, pengawasan, pembinaan, pengamanan dan perlindu-
ngan wilayah vang dilakukan secara bertahap dan ber-
kelanjutan serta dilfﬂasi dengan moral dan etika vang se-
suai dengan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila
a.n UUD 1945.

Ancaman adalah segala usaha dan kegiatan, yang datang-
nya dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai
dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
gFeara dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman Militer adalah ancaman yang menggunakan ke-
kuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai memiliki ke-
mampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa bila
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8.

tidak segera ditangani. Hal tersebut berupa agresi, pelang-
garan wilayah, spionase, sabotase, teroris, pemberontakan
bersenjata, dan lain-lain.

Ancaman Nonmiliter adalah ancaman yang tidak meng-
m‘]akan kekuatan bersenjata, namun jika dibiarkan akan
mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, ke-
utuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Hal ter-
sebut dapat dilihat melalui perdagangan dan penyalah-
gunaan narkoba, imigrasi gelap, human trafficking, pen-
curian sumberdaya alam, praktik korupsi kolusi nepotisme,
m]lain—lain‘

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk memper-
tahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan se-
ggnap bangsa dari berbagai benuk ancaman dan gangguan.
Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang
bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara,
wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta disipakan
secara dini oleh pemer‘intalman diselenggarakan secara
penuh rasa tanggung jawab, terpadu, terarah, dan berlanjut
untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah
dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman
(Kemenhan RI tentang Doktrin Pertahanan Nmm, 2007).
Sistem Pertahanan Semesta adalah pelibatan seluruh rakyat
dan segengry tumpah sumber daya nasional, sarana dan
prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai

satu kesatuan negara yang utuh dan menyeluruh.

Kerangka pemikiran dalam bagian ini merupakan landasan

filosofis berpikir dalam mengeksplorasi dan menelusuri jejaring

informasi berkaitan dengan sinergitas pembangunan di Provinsi

Antisipasi Ancaman Non Militer | 19




Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam
rangka mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Landasan pertama adalah dengan melakukan penelusuran
informasi terhadap bentuk sinkronisasi kebijakan dan regulasi pem-
bangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi
ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung Penyelenggaraan
Pertahanan Negara. Untuk memperoleh data tersebut langkah yang
dilakukan adalah dengan melakukan upaya telaah kepustakaan yang
bersumber dari reverensi yang mutakhir dan berkaitan dengan
tujuan kajian.

Langkah vang kedua adalah membuat strategi pembangunan
daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman
Nonmiliter dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan
negara. Kondisi ini dianggap memiliki aspek urgensi yang sangat
dominan disebabkan hampir disetiap wilayah yang terdapat di Indo-
nesia memiliki tingkat kerawanan di atas rata-rata, sehingga di-
anggap sangat perlu untuk merumuskan strategi yvang dinamik
dalam rangka memberikan kontribusi yang efektif sesuai dengan
tipologi wilayah.

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan eksplorasi
faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman fenomena nonmiliter
dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara
dengan melakukan upaya pengumpulan data dengan melakukan
sinkronisasi data melalui member check yang selanjutnya diarahkan
dan dipetakan faktor tersebut sesuai dengan tujuan dan manfaatnya.

Dengan demikian untuk lebih singkatnya uraian pemba-
ngunan di Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadapi ancaman
nonmiliter dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pertahanan

Negara dapat dilihat pada bambar berikut ini.
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Pembangunan Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan

!

Ancaman Nonmiliter

Ancaman Ancaman Ancaman
berdimensi berdimensi berdimensi
Penegakan ideologi politik

Hukum
/ Y, N,

Ancaman Ancaman
berdimensi berdimensi
keselamatan ekonomi

urmum
/ / i,
Ancaman Ancaman
berdimensi tek. berdimensi
informasi sosial budaya

l

Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan
Guna Menghadapi Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung
Penyelenggaraan Pertahanan Negara
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Bab 2
Paradigma Pembangunan

A. Penge@n Paradigma

Kata paradigma berasal dari bahasa inggris “paradigm “"yang
berarti model, pola, atau contoh. Parada juga berarti suatu gu-
gusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode,
prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu
masyarakat tertentu. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila
dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin di-
capai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar
yang merupakan kerangka keyakinan vang berfungsi sebagai acuan,
pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pe-
manfaatan hasil-hasil pembangunan nasional (Www.
empatpilarkebangsaan.web.id.), misalnya: (1) pem-bangunan tidak
boleh bersifat pragmatis, vaitu pembangunan itu tidak hanya
mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis,
(2) pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak
melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata, (3)
pembangunan harus menghormati HAM, vaitu pembangunan tidak
boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat
dan martabat bangsa, (4) pembangunan dilaksanakan secara demok-
ratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan
dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan me-
reka, dan (5) pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf
minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling

lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan
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struktural, adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya

individu atau warga Negara, melainkan diakibatkan dengan adanya

struktur-struktur sosial yang tidak adil.

l.

Makna pembangunan nasional. Makna pembangunan nasional
merupakan rangkaian upaya pembangunan vyang Dber-
kesinambungan yang meliputi aspek pnlitmknnnmi, soaial
dan budaya, dan Hankam untuk mencapai tujuan nasional se-
bagaimana termaksud dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.
Hakek@:embangunan nasional. Hakekat pembangunan na-
sional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia m:ia umumnya. Wujud
manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan trampil,
berbudi luhur, berakhlak mulia, desiplin, sehat jasmani dan
rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam
rangka membangun bangsanya.

Tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan na-
sional sebagaimana yang termasuk dalam alinea ke empat pem-
bukaan UUD 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indo-
nesia vang adil dan makmur lahir dan batin berdasarkan Panca-
sila. dan UUD 1945 dalam wadah Negara kesatuan RI dan
ggkup pergaulan internasional vang merdeka dan berdaulat.
Sistem pertahanan negara. Sistenmertahanan Negara yang
disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah
negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Baca:
id.wikjpeéiﬁnrg, diakses 11 Jum 2017).

Hakekat pertahanan negara adalah segala upava perta-hanan
bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada
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kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyalm
pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh
pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem
pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan
bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara
untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang
dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan na-
sional dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Angkatan ber-
senjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa
negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri. Dalam bahasa
militer, pertahanan adalah cara-cara untuk menjamin perlindu-
ngan dari satu unit yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas,
misalnya tentang cara-cara membela diri sesuai dengan spe-
sialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan
terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal, dan Ilain-lain.
Tindakan, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk
menentang/membalas serangan (Baca: id.wikipedia.org, diakses
11 Juni 2017).

Tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan RI. Kementerian
Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelak-
sana pemerintah dipimpmjleh Menteri Pertahanan yang selan-
jutnya disebut Menhan yang berkedudukan di bawah dan ber-
tanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertahanan
mempunyai tugas menyelewrakan urusan dibidang pertaha-
nan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana vang a
maksud dalam pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi; (1)
perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pertahanan; (2) pengelolaan barang milik/kekayaan menjadi
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tanggung jawab Kementerian Pertahanan; (3) pengawasan atas
pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan, dan;
(4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah (Baca:
www.kemhan.go.id, diakses 11 Juni 2017).

B. Paradigma Keamanan Nasional

l. Pancasila sebagai landasan Idiil. Bagi Wsa Indonesia,
Pancasila sebagai landasan idiil menjadi sumber dari segala
sumber hukum dan peraturan vang berlaku di Indonesia,
karena butir—butiﬁancasila memiliki nilai-nilai luhur seba-
gaimana tertera dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan
Republik Indonesia tahun 1945 yang mencerminkan suatu
tatanan nilai keseimbangan dan keselarasan bagi persatuan,
kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam
segala aktivitas kehidupan bangsa, sehingga segala sesuatu
yang terjadi merupakan cerminan dari ideologi yang sudah
menjadi jatidiri bangsa. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa
Indonesia seperti disebutkan di atas, pelaksanaan pemba-
ngunan hendaknya dapat dilaksanakan secara harmonis, se-
rasi dan selaras sehingga terwujud sinergitas dengan meng-
aktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Panca-
sila khususnya sila ketiga dan kelima agar diperoleh suatu
kesamaan cara pandang dm membangun Provinsi Sula-

wesi Selatan untuk menuju ke masa depan vang lebmaik‘

2. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional. Undang-
undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
1945 sebagai sumber hukum nasional, dalam sistem kenega-
raan dan pemerintahan secara teknis pengaturagryya disusun
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. NKRI adalah

sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan
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wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang. @n’i ketentuan tersebut mengisyaratkan
bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia se-
bagai Negara Kepulauan memerlukan Ketahanan Nasional
dalam berbagai aspek kehidupan sehingga terwujud cara
pandang, kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga
terbentuk ketangguhan dari segenap komponen bangsa guna
mempertahankan integritas nasional.

3. Wawasan nusantara sebagai landasan visional. Wawasan
msantara sebagal wawasan pembangunan mempunyai arti
cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri
serta lingkungannya yang selalu mengutamakan persatuan
dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bandan bernegara mencakup (Alfandi, 2002). Perwuju-
dan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu
kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budava serta sebagai
satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

4. Ketahanan Nasinnamebagai Landasan Konsepsional.
Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indo-
nesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang
terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengan-
dung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, da-
lam menghadapi dan mengatasi segala Ancaman, Tanta-
ngan, Hambatan dan Gangguan (A"ﬁ]) baik yang datang
dari dalam maupun dari luar, vang langsung maupun tidak
langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan
hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan

nasional.
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C. Re@asi tentang Pertahanan dan Keamanan

1.

2.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Rencana Pemangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005 sampaimngan 2025. RPIPN sebagai arah da-lam
menentukan prioritas pembangunan secara menyeluruh
yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan
masyarakat ﬁ dan makmur. Selain dari pada itu, maka
RPJPN juga merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo-
nesia tahun 1945 vaitu melindungi segenap bangsa Indo-
nesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ke-
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia vang berdasarkan ke-
merdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dalam
bentuk rumusan visi dan misi serta arah pembangunan
innal‘

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahunﬁ[]-’-l
tentang Pemerintah Daerah. Sesuai amanat UUD NRI 1945,
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas oto-nomi
dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas ke-pada
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya ke-
sejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otono-
mi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya

saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerata-
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an, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi
dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Dengan
diberlakukannya Undang-undang tersebut diharapkan Pe-
merintah daerah dapat mengatur dan memprioritaskan ke-
pentingan daerahnya, pembangunan dapat dilaksanakan
secara terstruktur dengan sistem buffom up sehingga ke-
butuhan masyarakat terpenuhi dan kesejahteraan dapat ter-
ppal.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dengan mengimplementasikan UU ini maka sinergitas
antar daerah otonom diharapkan akan dapat dilaksanakan
oleh pelaku albangunan sehingga tercipta integritas dan
sinkronisasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah pusat dan daerah, terjamin keter-
kaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, mengoptimalkan partisipasi ma-
svarakat dan tercapainya penggunaan sumber daya secara
ﬁien, efektif berkadilan dan berkelanjutan.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penatm Ruang. Untuk memperkokoh dan
meningkatkan mhanan nasional berdasarkan Wawasan
Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah
yang memberikargwenangan semakin besar kepada pe-
merintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang,
maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga ke-
serasian dan keterpaduan antar daerah dan antar pusat dan
daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.
Selain itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan

28 | dalam Pembangunan




ruang sebaik mungkin sesuai aspek geografi dengan pende-
gan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2015-2019. Pembangunan di daerah melalui otonomi
daerah harus berpedoman pada RPIMN agar dapat
bersinergi antar daerah otonom dalam rangka ke-tahanan
nasional. Agar dapat selaras dengan rencana pem-bangunan
nasional, maka masing-masing kepala daerah me-lalui
Badan Perencanaan Pemkﬂunan Daerah (Bappeda) secara
konsisten menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPIMD). RPJMN 2015-2019 ini adalah
merupakan tahapan ketiga dengan penekanan prioritas pada
pembangunasinnal untuk mencapai ke-daulatan pangan,
ketersediaan energi dan pengelolaan sumber daya maritim
serta kelautan dalam lima tahun ke depan, mengarahkan
pembangunan untuk mencapai pening-katan kesejahteraan
berkelanjutan dengan mendorong war-ga negara memiliki
jiwa gotong royong dan harmonis dalam kehidupan antar
Gnmpﬂk sosial.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara. Mencermati Pasal 7 ayat 2 bahwa sistem pertaha-
nan negara dalam menghadapi ancaman militer menempat-
kan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung (Baca: UU
No. 3 Tahun 2002). Amanat perundang-undangan tersebut
menegaskan keterlibatan komponen bangsa untuk berperan
serta dalam pertahanan negara, termasuk juga pada imple-
mentasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang meru-
pakan bagian dari NKRI.
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Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Men-
rmati pada Pasal 7 (1) tentang Tugas pokok TNI adalah
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan
wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. Untuk ﬁlaksanakan tugas pokok itu di-
lakukan melalui OMP (Operasi Militer untuk Perang)
maupun OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Implikasi
dari tugas pokok TNI tersebut mengisyaratkan TNI bersama
seluruh komponen bangsa berperan serta dalam mewujud-
kan pertahanan di daerah, termasuk diantaranya meng-
hadapi ancaman non militer di wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan.

D. Perspektif Teori tentang Keamanan Nasional

1.

Problem kontemporer sistem keamanan di Indonesia.
Masalah keamanan dan ketidakamanan tidak identik dengan
ancaman fisik ataupun kemiliteran belaka. Paul Hoffman
(2004) menyebutkan bahwa bagi ratusan juta penduduk
dunia saat ini, salah satu sebab timbulnya ketidakamanan
(insecurity) hidup mereka adalah bukan semata-mata teror-
isme, namun kemiskinan berlebihan (extreme poverty). Saat
ini, lebih dari satu milyar penduduk bumi (dari total enam
milyar) hidup hanya dengan pendapatan setara satu dollar
perhari (Susetyo, 2016).

Penelitian dari Peace Research Institute (PRIO) Oslo
dan Uppsala Conflict Data Program (2002) menyebutkan
bahwa perang sipil (civil wars) ataupun konflik internal

(internal conflict) di suatu negara menyebabkan kematian
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lebih banyak dari pada konflik bersenjata antara negara
(armed forces) dengan pemberontak ataupun gerakan sepa-
ratis. Berbanding 1000 kematian pertahununtuk perang sipil
dengan 25 kematian per tahun untuk konflik vertikal antara
negara dengan pemberontak ataupun gerakan separatis. Di-
antara sebab tidak langsung terjadinya perang sipil adalah
kemiskinan, kelaparan, ketimpangan distribusi pendapatan,
maupun pemindahan paksa (forced displacement).

Toms dan Ron (2007) menyebutkan bahwa kemis-
kinan nasional berpengaruh sebagai disebabkan oleh ter-
jadinya konflik. Data statistik menyebutkan konflik ber-
potensi lahir di negara dengan Gross Domestic Bruto (GDP)
perkapita rendah. Logika dari asumsi ini adalah bahwa
negara miskin kurang memiliki angkatan bersenjata yang
efisien dan taat hukum. Angkatan bersenjatanya malah
seringkali memerangi gerakan oposisi. Negara miskin juga
cenderung lemah dalam pelayanan sosial namun sebaliknya
memiliki tingkat korupsi vang tinggi. Menyebabkan lahir-
nya diskriminasi dan ketidaksetaraan (inequality) antar
rakyat.

Kemiskinan dan kelaparan memang bukan penyebab
utama terjadinya konflik. Sedikit sekali penelitian ilmiah
yang membuktikan korelasi antara keduanya. Namun demi-
kian, kemiskinan dan kelaparan adalah sebab tidak langsung
terjadinva konflik. Penelitian PRIOOslo dan Uppsala
(2002) menghadirkan relasi yang jelas antara kemakmuran
nasional dengan perdamaian. Hanya satu dari tiga puluh
negara terkaya di dunia yang mengalami konflik. Sebalik-
nya, pada saat yang sama tujuh belas dari tiga puluh satu

negara termiskin mengalami konflik.
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Asumsi ini dapat membantu menjelaskan sebab ter-
jadinya konflik di Indonesia. Sebagian besar konflik yang
terjadi sepuluh tahun terakhir (1998-2008) di Indonesia ada-
lah bukan konflik bersenjata antara negara (TNI/POLRI)
dengan gerakan separatis, namun lebih bersifat konflik
internal ataupun perang sipil antar pihak dalam masyarakat.
Seperti vang terjadi di Poso-Sulteng, Maluku, Sambas-
Kalbar, Sampit-Kalteng, dan Sanggau Ledo-Kalbar dalam
kurun waktu 1998-2003. Di antara penvyebab konflik sipil
di tempat-tempat tersebut adalah tidak semata-mata perse-
teruan etnis ataupun agama belaka. Namun bercampur
dengan kepentingan politik, kemiskinan dan rendahnya pen-
didikan, serta ketidakpuasan dalam hal distribusi pendapat-
an. Pemikiran Frances Stewart (dalam Dewi Fortuna Anwar,
et.al., 2005:183) menyebutkan: “although every situation is
unigue, there are some predisposing cultural, political and
economic condition that are conducive to conflict.”

Kemiskinan dan kelaparan adalah problem yang amat
serius di Indonesia. Di awal tahun 2008 ini ada anak SD
yang bunuh diri karena kelaparan di Magetan. [bu hamil tua
dan anak ketiganya tewas karena kurang gizi di Makassar.
Lima warga NTT meninggal karena busung lapar. Tiga
peristiwa di bulan Februari-Maret 2008 ini mungkin bukan
tergolong peristiwa luar biasa di Indonesia. Banyak orang
kelaparan di negeri ini, kendati tidak banyak yang kemudian
mati maupun tidak terberitakan ketika mati.

Sesungguhnya kelaparan dan kemiskinan adalah per-
istiwa yang sangat serius. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
dalam Millenium Development Goals (MDGs)-nya yang di-

luncurkan pada tahun 2000 menetapkan sasaran pertama
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dari delapan sasaran MDGs adalah mengurangi kemiskinan
dan kelaparan yvang berlebihan (eradicate extreme poverty
and hunger). Prestasi Human Development Index (HDI)
Indonesia di tahun 2007 juga tidak terlalu menggembirakan.
Dalam Indeks Pembangunan Manusia vang dikeluarkan
UNDP (2008) dengan indikator antara lain di bidang pen-
didikan, kesehatan, dan ekonomi tersebut, Indonesia me-
nempati ranking ke 107. dengan indeks 0.728. Masih di
bawah Malaysia (vang tergolong berHDI tinggi), Thailand,
Philippina, dan Vietnam. Bahkan Palestina (Occupied
Palestinian Territory) masih sedikit lebih baik dari Indo-
nesia. Di Asia Tenggara, Indonesia hanya lebih unggul dari
Laos, Myanmar, Cambodia, dan Timor Leste.

Menuju sistem keamanan komprehensit perspektit ke-
amanan manusia. Sesungguhnya, doktrin ketahanan nasio-
nal di Indonesia dengan metode ASTAGATRA-nya dan
UUNo. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sudah
mendekati paradigma keamanan alternatif dengan bentuk
keamanan komprehensif (comprehensive security). Dewi
Fortuna Anwar (ISEAS, 2000) menyebutkan:

“...this concept is very similar to the doctrine of
comprehensive security in its multidimensional approach to
security. Security is not merely seen in military terms, but
encompass a much wider spectrum, including economic,
political, and social aspects...”

Kendati demikian, dalam aplikasi di dalam kehidu-
pan masarakat, paradigma komprehensif dalam ketahanan
nasional ini nyatanya tidak terlalu nampak. Tetap saja do-
minasi pendekatan kemiliteran lebih terasa. Mutthiah
Alagappa (1988) menyebutkan bahwa:
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“National resilience doctrine in Indonesia represented,
among other things, its military dominated...regime’s quest
for legitimacy and survival in the face of domestic
competition for political power”.

Hal tersebut juga sejalan dengan pandangan Mely
Caballero Anthony (2004) menyelmcan bahwa:
At least three states in the region Indonesia, Malaysia, and
Singapore have developed their own versions of
mnpmkemive security, Indonesia’s for example, has been
expressed in the idea of Ketahanan Nasional (national
resilience), which also became its SEClmJ doctrine starting
from the Suharto erainthemid-1960s. Ketahanan Nasional
was presented as a comprehensive view of security to
include political, economic, socio cultural, and military
aspects covering both the domestic and the international
environments. In-ward-looking in orientation, the concept
placed emphasis on the survival of the regime, which at that
time proved vulnerable to domestic problems stemming
[from such threats as communism and economic recession.

Deviasi ini dapat dipahami dari kenyataan bahwa
doktrin Ketahanan Nasional memang dikembangkan oleh
militer Indonesia sebagai suatu doktrin keamanan holistik
sebagai respon terhadap konflik politik dan keamanan da-
lam negeri di akhir tahun 1960-an. Tidak lama setelah ber-
kuasanya pemerintahan Orde Baru.

Robert Cribb (dalam Dewi Fortuna Anwar, et.al.,
2005) menyebutkan:
“...New order had been founded in a welter of anti-com-
munist violence and that the New Order was charac-
teristically harsh in its treatment of dissent and brutal in its
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response to rebellion.”

Terkait dengan peran militer di masa Orde Baru,

Riwanto Tirtosudarmo (dalam Dewi Fortuna Anwar, et.al,
ﬁJS) menyebutkan:
During the New Order, economic development thus joined
harmony and national integration as the favorite buzz
words used by military elites. While the latter perceived
their mission as facing the perceiveamream fo national
unity and integration...meanwhile, the military successfully
enshrined the dual function of the military (Dwi Fungsi
ABRI) that legitimized their involvement in social and
political affairs.

Justifikasi dari pendekatan keamanan komprehensif
yang condong aspek kemiliteran ini terlihat juga pada pe-
wrtian keamanan pada UU Pertahanan Negara tahun 2002
dan Undang-Undang TNI Tahun 2004. Kedua Undang-
Undang tersebut memandang keamanan nasional dari sisi
kedaulatan negara dan keutuhan wilayah secara geografis
dari segala ancaman dan gangguan.

Perkembangan sosial politik dan pertahanan keaman-
an kontemporer menghendaki pengembangan paradigma ke-
amanan nasional vang tidak berpusat pada keamanan militer
dan territorial saja. Ancaman yang menganggu stabilitas dan
integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam
negeri dengan sebab-sebab yang tidak bersifat kemiliteran.
Maka, perluas memperluas paradigma keamanan nasional
dari keamanan komprehensif (comprehensive security) versi
ketahanan nasional yang bertumpu pada keamanan militer
(military security) menuju keamanan komprehensif yang

bertumpu pada keamanan manusia (huwman security).
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Keamanan manusia (human security) menjadi pilihan
karena konsep ini secara komprehensif mampu menjemba-
tani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan
militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi,
politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Norwegia,
Canada dan Jepang, Norwegia, adalah diantara negara yang
telah menerapkan human security dalam kebijakan ke-
amanannya. Kondisi ketiga negara tersebut terbukti me-
miliki keamanan nasional yang relatif solid dan skor Human
Development Index (HDI) vang sangat tinggi, masing-
masing di urutan 2, 4, dan 8 pada tahun 2007 (UNDP,
208).

3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Politik,
ekonomi, sial budaya dan pembangunan hukum.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik masya-
rakat Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan
sebagal pelaku aitik bukan sekadar objek politik. Ke-
kuasaang:ialah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai
paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter.
Berdasarkankondisitersebut maka sistem politik Indonesia
harus dikembangkan asas kerakyatan sesuai dengan sila Ke-
IV Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pengembangan
sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-
politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujud-
kan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Se-
mentara pancasila sebagai paradigma pembangunan ekono-
mi adalah sistem ekonomi vang berdasar pancasila berbeda
dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan

individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem
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ckonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi
dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan
individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas
dan manusia sebagai subjek.

Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan
menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan
pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem eko-
nomi vang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerak-
yatan ggng berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indo-
nesia juga t'g.k dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral ke-
manusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu meng-
hindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, mono-
poli dan bentuk lainnya yvang hanya akan menimbulkan pe-
nindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan
warga negara gy

Dalam ekonomi kerakyatan, politik/kebijakan ekono-
mi harus untuk kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang
harus mampu mewujudkan perekonomian nasional yang
lebih berkeadila bagi seluruh warga. Politik ekonomi ke-
rakyatan vang lebih memberikan kesempatan, dukungan,
dan pengembangan ekonomi rakyat vang mencakup kope-
rasi, usaha kecil, danusaha menengah sebagai pilar utama
pembanan ekonomi nasional. Oleh sebab itu pereko-
nomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini
ialah koperasi. Ekonomi kerakyatan akan mampu mengem-
bangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di
era otonomi daerah yang lebihmandiri dan lebih mampu
mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan

daerah. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan
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mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi,
sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif.
Dalam ekonomi kerakyatan, negarayang demokratis me-
miliki peran memaksakan pematuhan peraturan-peraturan
yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepas-

tian hLa,lIIL

Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial
budaya ﬁllah hakikatnya bersifat humanistik karena
memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan
kodrat Elusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertggng
dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh
karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu me-
ningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi
manusia vang berbudaya dan beradab.

Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan ma-
nusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis
jelas bertentagan dengan cita-cita menjadi manusia adil
dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara
fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusia-
annya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari
tingkat hma menjadi human. Berdasarkan Sila Persatuan
Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas
dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya
yang beragam si seluruh wilayah Nusantara menuju pada
tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada peng-
akuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan
sosial berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga me-
reka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa.

Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak

menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan
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ketidakadilan sosial. Paradigma baru dalam pembangunan
nasional berupa paradigma pembangunan berkelanjutan
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya perlu dise-
lenggarakan dengan menghormati hak budaya komuniti-
komuniti vang terlibat, di samping hak negara untuk meng-
atur kehidupan berbangsa dan hak asasi individu sesuai sila
kedua. Hak budaya komuniti dapat sebagai perantara/
penghubung/penengah antara hak negara dan hak asasi indi-
vidu.

Sementara pa:asila sebagai paradigma pembangun-
an hukum adalah salah satu tujuan bernegara Indonesia
adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa
tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara
negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Atas dasartersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah
mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pem-
bangunan pertahanan dan keamanan Indonesia mebut
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem
pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga
negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta di-
persiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan
secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegak-
kan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa dari seaa ancaman. Penyelenggaraan sis-
tem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak
dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada ke-
kuatan sendiri.

Sistem ini pada dasamya sesuai dengan nilai-nilai

pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) me-
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miliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah per-
tahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai para-
digma pembangunan pertahanan keama[u] telah diterima
bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3
Tahun 2002 tentang Pertahaan Negara. Dalam undang-
undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara ber-
titik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indo-
nesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia vang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar1945. Dalam kaitannya @gan
Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum
baik vang tertulis mgRun yang tidak tertulis yang akan di-
bentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan
sila-sila dalam Pancasila.

Dengan demikian, substansi hukum yang dikembang-
kan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila
yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi pro-
duk hukum merupakan karakter produk hukum responsif
(untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan
aspirasi rakyat) (Kurniawan, 2011).

4. Bentuk ancaman Nonmiliter. Ancaman Nonmiliter atau
ancaman Nir Militer memiliki karakteristik yang berbeda
dengan ancaman Militer. Ancaman Nonmiliter merupakan
ancaman yang tidak bersifat fisik, serta bentuknya yang
tidak terlihat, seperti pada QEERman Militer, karena anca-
man ini melingkupi dimensi ideologi, politik, ekonomi, so-
sial budaya, teknologi informasi serta keselamatan umum.
Meskipun ancaman Nonmiliter tidak menggunakan senjata,
namun bilamana dibiarkan begitu saja, juga dapat ber-

dampak terhadap kedaulatan serta keutuhan wilayah dari

40 | dalam Pembangunan




suatu negara, selain itu juga dapat membahayakan kese-
mlatan segenap bangsa. Komponen pokok dalam rangka
menghadapi ancaman Nonmiliter ini merupakan lembaga
pemerintah yang berada di luar bidang pertahanan, sesuai
dengan bentuk serta serta karakteristik ancamangpgang
tengah dihadapi yang mendapatkan dukungan dari unsur-
unsur lain dari kekuatan bangsa. Adapun lembaga peme-
rintah yang menghadapi adanya ancaman Nonmiliter vakni;
Polri, KPK, DPR, Satpol PP, dan lembaga-lembaga Peme-
rintahan yang sifatnya sangat berpengaruh terhadap kedau-
latan bangsa. Bentuk ancaman Nonmiliter diuraikan sebagai
berikut:

a. Ancaman berdimensi ideologi

Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam
bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberalisme) sehing-
ga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa.
Upaya dalam menghadapi atau menangkal ancaman ini
adalah dengan kebijakan serta langkah-langkah politik yang
tepat serta intensif dalam mencegah meluasnya pengaruh
ideologi lain terhadap ideologi Pancasila, serta konsep pe-
nanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela
negara.

Strategi untuk menghadapi ancaman ini dihadapi
dengan konsep pertahanan yang berlapis. Lapis terdepan
dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur
pertahanan Nonmiliter, yakni departemen yang membidangi
ideologi. Departemen serta unsur pemerintahan yang mem-
bidangi politik dalam negeri akan mengerahkan seluruh ke-
kuatan politik serta instrumen pemerintahan di dalam negeri

mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah
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dalam menghadapi ancaman berdimensi ideologi, semen-
tara itu, departemen serta unsur pemerintahan yang mem-
bidangi politik luar negeri mengerahkan segala jajarannya
yang tersebar dalam setiap negara untuk penguatan langkah
serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak
lain yang bisa mengancam ideologi Pancasila. Unsur peme-
rintah yang membidangi informasi mendominasikan ke-
kuatan nasional pada bidang informasi untuk melakukan
“operasi informasi imbangan”. Unsur pemerintah yang
membidangi pendidikan memberikan pengajaran serta ke-
sadaran akan ideologi Pancasila vang secara bertingkat dan
berlanjut pada para siswa dan mahasiswa pada semua
tingkat dan jenjang pendidikan.

Unsur pemerintah yang membidangi agama mem-
berdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra dari
pemerintah dalam menyinergikan strategi dalam mem-
bentengi masyarakat dari berbagai ancaman penetrasi ide-
ologi asing yang bisa membahayakan serta merusak har-
monisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan ke-
amanan negara. Peran lapis pertahanan militer di dalam hal
ini diwujudkan dalam program pelaksanaan bakti TNI yang
secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik
berat pelaksanaannya dengan peningkatan komunikasi so-
sial TNI yang bersinergi dengan langkah-langkah yvang di-
laksanakan oleh unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang-
nya masing-masing, terutama dalam materi non fisik. Ko-
munikasi sosial TNI diselenggarakan dalam format pening-
katan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan pro-
gram bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan, serta

permukiman dalam rangka revitalisasi Pancasila.
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b. Ancaman berdimensi politik

Politik merupakan instrumen utama dalam meng-
gerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik
bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan
juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat inter-
nasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti
contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, pe-
nanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan peme-
rintahan yang bersih serta akuntabel. Dalam menghadapi
ancaman Nonmiliter vang berdimensi politik, pertahanan
Nonmiliter di dalam bidang politik menjadi unsur serta ke-
kuatan utama yang dibantu oleh unsur terkait yang lainnya,
termasuk kekuatan dari unsur pertahanan militer. Langkah-
langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman ber-
dimensi politik dilaksanakan dengan melalui 2 macam pen-
dekatan, yakni. Pertama. Menggunakan Pendekatan ke
Dalam adalah pembangunan serta penataan sistem politik
dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka
negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa
Indonesia. Hasil yang diharapkan merupakan terciptanya
stabilitas politik di dalam negeri yang dinamis serta mem-
berikan efek penangkal vang tinggi.

Kedua. Pendekatan keluar vyang diarahkan untuk
mendinamisasikan strategi beserta upava diplomatik me-
lalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam
membangun kerja sama dan saling percayva dengan negara-
negara yang lain sebagai kondisi untuk mencegah atau me-
ngurangi potensi konflik antar negara, vang dimulai dari

tataran internal, regional, supraregional, hingga global.
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c. Ancaman berdimensi ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar
dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi
ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan ne-
gara. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi
akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan per-
tahanan vang berdaya tangkal. Bahkan, kondisi pereko-
nomian nasional yang cukup tinggi tersebut menjadi daya
tangkal pertahanan yang cukup efektif. Tantangan pereko-
nomian Indonesia ke depannya diperhadapkan dengan era
komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk
asing akan masuk dengan bebas dan bersaing dengan
produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan ter-
sebut, maka diperlukanlah upaya akselerasi pembangunan
perekonomian nasional yang berdaya saing melalui per-
tumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi
yang datang dari aspek intermnal, prioritas kebijakan bisa
berupa penciptaan lapangan kerja dengan padat karya se-
bagai solusi untuk memberantas kemiskinan, pembangunan
infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta
pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi peme-
rataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman ber-
dimensi ekonomi dalam aspek eksternal, Indonesia harus
membangun serta menjaga hubungan baik dengan negara-
negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia mem-
bangun dan menjaga hubungan yang baik dengan kekuatan-
kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya pe-
ningkatan kemajuan ekonomi di dalam negeri. Lapis per-

tahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi

44 | dalam Pembangunan




ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk mem-
bantu unsur utama dari pertahanan Nonmiliter. Keterlibatan
lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan
usaha pertahanan dalam menciptakan kondisi keamanan
nasional vang bisa terkendali, membantu kelancaran dis-
tribusi komoditas serta kebutuhan pokok masyarakat, ter-
utama pada daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak bisa
untuk dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program
Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur terkait
di daerah maka lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana
prasarana masyarakat yang membawa dampak dalam pe-
ningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

d. Ancaman berdimensi sosial budaya

Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidak-
adilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal,
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta
dengan konflik horizontal yakni suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA).

Ancaman yang berdimensi sosial budaya ini bisa di-
bedakan atas 2macam ancaman, vaitu; (1) ancaman dari
dalam; dan (2) ancaman dari luar. Pertama. Ancaman dari
dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, ke-
terbelakangan, serta ketidakadilan. Isu-isu ini menjadi titik
pangkal dari segala permasalahan seperti separatisme, te-
rorisme, kekerasan yang melekat berurat berakar, bencana
sebagai akibat perbuatan dari manusia. Isu-isu ini lama ke-
lamaan menjadi kuman penyakit yang mengancam per-
satuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, serta patriotisme.

Watak dari kekerasan yang melekat dan berurat berakar
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berkembang seperti api yang ada pada sekam di kalangan
masyarakat vang menjadi pendorong konflik-konflik antar
masyarakat atau konflik vertikal yang terjadi antara pe-
merintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik horizontal
yang berdimensi suku, agama, ras dan antar golongan
(SARA) pada dasamya timbul sebagai salah satu akibat dari
masih melekatnya sikap kekerasan dalam diri. Watak ke-
kerasan ini pula yang mendorong tindak kejahatan, ter-
masuk dalam pengrusakan lingkungan dan bencana buatan
manusia. Faktor-faktor tersebut berproses secara meluas
serta menghasilkan efek domino sehingga bisa melemahkan
kualitas bangsa Indonesia.

Kedua. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai
budaya yang dari luar negeri sulit dibendung memengaruhi
tata nilai hingga kepada tingkat lokal. Kemajuan dari tekno-
logi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global
tempat interaksi antar masyarakat yang terjadi secara
langsung. Sebagai bentuk akibatnya, terjadi benturan tata
nilai, sehingga lambat laun nilai-nilai persatuan dan ke-
satuan bangsa menjadi semakin terdesak, seperti nilai-nilai
individualisme, konsumerisme dan hedonisme.

Dimensi sosial budaya yang menjadi ancaman yang
melemahkan bangsa Indonesia diantaranya seperti per-
edaran narkotika serta obat-obatan vang terlarang, bisa
mengancam para generasi muda Indonesia. Di samping itu
juga faktor human trafficking (perdagangan wanita dan
anak) selain mengancam moral juga menjadi salah satu
media penyebaran virus HIV/AIDS. Penetrasi nilai-nilai
budaya dari luar negeri yang susah dibendung seringkali

menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang bisa me-
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ngancam nilai-nilai serta kearifan lokal maupun nasional,
sehingga ketahanan nilai-nilai budaya merupakan suatu
bentuk keniscayaan.
e. Ancaman berdimensi teknologi informasi

Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan
manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun,
kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut,
seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan.
f.  Ancaman berdimensi keselamatan umum

Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi
karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus,
dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia,
misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan
kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga ke-
celakaan alat-alat transportasi.

g. Ancaman berdimensi penegakan huk

Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau ber-
fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pe-
doman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan
hukum dalam kehidupan bermasvarakat dan beregara.
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan
sebagal upava penegakan hukum oleh subjek dalam arti
yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu me-
libatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan
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mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan
hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur pene-
gakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan
bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana
seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apa-
bila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan
untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau
dari sudut objeknya, vaitu dari segi hukumnya. Dalam hal
ini, pengertiannya juga mencakup makna vang luas dan
sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup
pula nilai-nilai keadilan vang terkandung di dalamnya bunyi
aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yvang hidup dalam
masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum
itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal
dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘/aw
enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam mengguna-
kan perkataan ‘penegakan hukum’dalam arti luas dan dapat
pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan® dalam arti
sempit. Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang
tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya
ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggeris sendiri
dengan dikembangkannya istilah ‘the rule of law 'versus
‘the rule of just law’atau dalam istilah ‘the rule of law and
not of man 'versus istilah ‘the rule by law’ yang berarti ‘the
rule of man by law’.

Dalam istilah ‘the rule of law’” terkandung makna pe-
merintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang
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formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah ‘the
rule of just law’. Dalam istilah ‘the rule of law and not of
man’ dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikat-
nya pemerintahan suatu negara hukum modem itu dilaku-
kan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya
adalah ‘the rule by law’ yang dimaksudkan sebagai peme-
rintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar se-
d:lagai alat kekuasaan belaka.

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan men-
cakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum
formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan
yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa
yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara penger-
tian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum
dapat dikaitkan dengan pengertian ‘law enforcement” dalam arti
sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti
hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam
bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi ‘cowrt of
law’ dalam arti pengadilan hukum dan ‘couwrt of justiceatau peng-
adilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mah-
kamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah Supreme

Court of Justice.
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Bab 3
Pertahanan dan Pembangunan Daerah

A. Pembangunan di Sulawesi Selatan

Secara umum Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan salah
satu Provinsi yang letaknya sangat strategis. Terletak di Kawasan
Indonesia Bagian Timur vang memiliki beragam macam suku dan
budaya dengan berbagai macam bahasa dan simbol budayanya.
Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu pilar dan
gerbang bagi pengembangan dan pembangunan Indonesia. Pada
kondisi faktual, Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan daerah
pengembangan yang memiliki akselerasi peﬁmnbtﬁ] ekonomi
yang sangat siginifikan yang ditopang oleh beberapa Sumber Daya
Manusia dan Sumber Daya Alam yang berkualitas, sehingga saling
bersinergi guna mendukung Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah
satu Provinsi yang masuk dalam kategori pengembangan di
Kawasan Timur Indonesia.

Fenomena pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan juga
sejalan dengan konsep Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko
Widodo, vang mengumandangkan Program Nawacita guna men-
dukung percepatan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan eko-
nomi bagi pembangunan Bangsa Indonesia secara adil dan merata.
Namun demikian kondisi tersebut juga hendaknya didukung oleh
sarana dan prasarana yang mendukung dalam pembangunan eko-
nomi guna memperlancar akses transportasi baik melalui jaringan
darat, udara, dan laut yang memiliki fasilitas pendukung sesuai
dengan standar vang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, se-

hingga dalam mengakses jaringan transportasi tersebut seluruh
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komponen masyarakat dapat menggunakannya secara optimal.

Beranjak dari Program Nawacita sebagaimana vyang di-
programkan oleh Bapak Joko Widodo, maka Indonesia juga seyog-
yanya didukung oleh sistem pertahanan dan keamanan yang
komprehensif mencakup seluruh lapisan masyarakat secara luas dan
menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan yang dimaksud
adalah penguatan dan perlindungan, jaminan keselamatan, jaminan
keamanan bagi seluruh lapisan elemen masyarakat guna men-
dukung percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Elemen masyarakat diharapkan
melibatkan diri dalam rangka mendukung sistem pertahanan dan
keamanan untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya paham-
paham zionis dan paham komunis, serta paham-paham aliran
radikalisme yang menelurkan jaringan teroris sebagaimana yang
terjadi saat ini.

Indikasi masuknya jaringan teroris di Provinsi Sulawesi
Selatan dikatakan oleh Kombes Pol. Frans Barung Mangera,
wilayah hukum di Provinsi Sulawesi Selatan rawan menjadi tempat
persembunyian teroris karena secara geografis berbatasan langsung
dengan Sulawesi Tengah. Kelompok teroris yang dimaksudkan
adalah Kelompok Jaringan Teroris Santoso, diduga berpencar dan
kabur ke daerah-daerah perbatasan untuk bersembunyi. Penang-
kapan dua terduga teroris di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,
menjadi bukti adanya pelarian teroris Poso ke Sulawesi Selatan
(m.tempo.co, diakses 17 Juni 2017).

Selain dari pada itu ancaman nonmiliter lainnya yakni ber-
dimensi sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya ini juga
dapat melemahkan bangsa Indonesia. Narkotika dan Zat Aditif me-
rupakan ancaman berdimensi sosial budaya, sampai saat ini juga

masih menjadi mimpi buruk bagi warga masyarakat utamanya per-
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edarannya di tengah warga masyarakat khususnya di Provinsi Sula-
wesi Selatan. Sebagaimana data vang dilansir oleh Badan Nasional
Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan hasil penelitian
Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Badan Narkotika Na-
sional Republik Indonesia bahwa, pengguna narkoba di Indonesia
sebanyak 4,2 juta orang. Sedangkan terkhusus di Sulawesi Selatan,
pada Tahun 2016 sebanyak 130.000 orang (www.kabar.news,
diakses 27 Juni 2017). Dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indo-
nesia, Sulawesi Selatan menempati posisi ke-13 dalam peredaran
narkoba. Posisi tersebut menempatkan Provinsi Sulawesi Selatan
sebagal kawasan dengan kerentanan peredaran narkoba relatif
sedang (regional kompas.com, diakses 27 Juni 2017).

Selanjutnya ancaman Nonmiliterberdimensi sosial budaya
juga meliputi aksi begal yang masih marak terjadi di kawasan yang
luput dari pengawasan petugas keamanan vang tidak segan untuk
melukai korbannya. Selain dari pada itu, juga aksi tindak pencurian/
perampasan dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan tidak
jarang melukai korbannya bilamana melakukan perlawanan saat
aksinya diketahui oleh korbannya. Aksi begal ini sudah menjadi
fenomena vang menggurita ditengah kehidupan warga masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan dan kelompok ini umumnya melakukan
aksinya di kota-kota vang memiliki jumlah penduduk padat. Se-
makin maraknya kasus begal tentunva menjadi keprihatinan kita
semua, tidak hanya karena persoalan terampasnya rasa aman
masyarakat, tetapi juga terkait dengan trennya yang semakin me-
ningkat yang dominan pelakunya adalah anak remaja. Data dari
Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Makassar mengkonfirmasi
bahwa trend kasus dan perkara kekerasan jalanan mengalami pe-
ningkatan dalam dua tahun terkahir. Berdasarkan data yang dike-

luarkan oleh Instansi Kejaksaan Negeri Makassar, sejak Bulan
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Januari hingga Bulan Oktober 2015, kasus begal di Makassar naik
74,02 persen pelakunya berusia 14 hingga 16 tahun, 194 remaja
telah ditetapkan tersangka begal di Kejari Makassar. Sejak tahun
2014-2015, ada sekitar 254.442 kasus begal yang ditangani oleh

aparat Kepolisian (kompasiana.com, diakses 27 Juni 2017).

B. Kondisi Wilayah Sulawesi Selatan
1. Kondisi Geografis
a. Letak Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar
terletak pada bagian selatan P@l Sulawesi memiliki luas wilayah
kurang lebih 45.764,53 Km'. Terdiri dari 24 kabupamﬂta yang
terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara
merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terbesar yakni
sekitar 7.502,68 Km” atau 16,40 persen dari luas wilayah Sulawesi
Selatan, sementara itu kabupaten/kota dengan luas wilayah terkecil
adalah Kota Parepare dengan luas sekitar 99,33 Km® atau kurang
lebih 0,22 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Diantara
kabupaten/kota tersebut, Kabupw Toraja Utara merupakan daerah
otonom baru di daerah ini, yang merupakan pemekaran dari
Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten ini memiliki luas wilayah
kurang lebih 1.151,47 Km’ atau 2,52 persen dari luas wilayah
Sulawesi Selatan. Secara geografis posisi Provinsi Sulawesi Selatan
terletak antara 116° 48°-122°36" Bujur Timur dan Provinsi
Sulawesi Tenggara di sebelah timur. Batas Sebelah Barat dan
Selatan masing-masing adalah Selat Makassar dan Laut Flores.
b. Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Selatan tiap-tiap kabupaten/kota vang ter-
diri dari 24 kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.1. Luas Daerah menurut kabupaten/ kota Provinsi Sulawesi

Selatan

No | Kabupaten/kota Luas (Km") Persen Keterangan
I | Luwu Utara 7.502,68 16,40
2 | Luwu Timur 7.001,61 15,30
3 | Bone 4.559,00 9,96
4 | Luwu 2.918,65 6,38
5 | Wajo 2.516,20 5,50
6 | Tana Toraja 2.054,30 4,49
7 | Pinrang 1.961,77 4,29
8 | Gowa 1.883,32 4,12
9 | Sidrap 1.883,25 4,12
10 | Enrekang 1.786,01 3,90
11 | Maros 1.619,12 3,54
12 | Soppeng 1.359.44 2,97
13 | Barru 1.174,71 2,57
14 | Bulukumba 1.154,67 2,52
15 | Toraja Utara 1.151,47 2,52
16 | Pangkep 1.112,29 2,43
17 | Selayar 903,50 1.97
18 | Jeneponto 903,35 1,97
19 | Sinjai 819,96 1,79
20 | Takalar 566,51 1,24
21 | Bantaeng 395,83 0,87
22 | Palopo 247,52 0,54
23 | Makassar 175,77 0,38
24 | Pare-Pare 09,33 0,22
Provinsi Sulawesi 45.764,53 100,00

Selatan

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.
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2. Kondisi Demografi

a. Jumlah pendmlk

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan update
02 Maret 2017, sejumlah 8.432.163 Jiwa. Terdiri dari jenis kelamin
laki-laki 4.116.737 Jiwa, sedanw jenis kelamin perempuan se-
jumlah 4.315.426 Jiwa. Tersebar di seluruh kabupaten/kota Provinsi

Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/

Kota
Populasi
No | Kabupaten/Kota —
Laki-laki | Perempuan Jumlah

1 | Kepulauan Selayar 61.813 66.931 128.744
2 | Bulukumba 192.684 215.091 407.775
3 | Bantaeng 88.012 94.271 182.283
4 | Jeneponto 170.873 182.414 353.287
5 | Takalar 136.350 147412 283.762
6 | Gowa 348.706 360.680 709.386
7 | Sinjai 114.383 122.114 236.497
8 | Maros 164.008 171.588 335.596
9 | Pangkep 154.608 165.685 320.293
10 | Barru 81.705 88.611 170.316
11 | Bone 352.081 386.434 738.515
12 | Soppeng 106.206 119.503 225.709
13 | Wajo 187.215 204.765 391.980
14 | Sidrap 139.606 146.804 286.610
15 | Pinrang 176.484 187.603 364.087
16 | Enrekang 99.490 98.704 198.194
17 | Luwu 170.701 176.395 347.096
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18 | Tana Toraja 115.310 112.248 227.588
19 | Luwu Utara 150.702 149287 299.989
20 | Luwu Timur 138.479 130.926 269.405
21 | Toraja Utara 112.680 111.323 224.003
22 | Makassar 706.814 722428 | 1.429.242
23 | Pare Pare 67.217 69.686 136.903
24 | Palopo 80.410 84.493 164.903

Sulawesi Selatan 4.116.737 | 4315426 | 8.432.163

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.
b. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dengan
luas wilayah 45‘7'64,5%_\112, terdiri dari 24 kabupaten/kota dengan
kepadatan pendududk di tiap-tiap kabupaten/kota sebagai berikut.
Tabel 3.3 Jumlah Kepadatan Penduduk

Kepadatan

No Kabupaten/Kota Luas Km® Jumlah Penduduk
Orang/Km®
1 | Kepulauan Selayar 903,50 128.744 142
2 | Bulukumba 1.154,67 407.775 353
3 | Bantaeng 395,83 182.283 461
4 | Jeneponto 903,35 353.287 391
5 | Takalar 566,51 283.762 501
6 | Gowa 1.883,32 709.386 377
7 | Sinjai 819.96 236.497 288
8 | Maros 1.619,12 335.596 207
9 | Pangkep 1.112,29 320.293 288
10 | Barru 1.147.71 170.316 145
11 | Bone 4.555.00 738.515 162
12 | Soppeng 1.359.44 225.709 166
13 | Wajo 2.506,20 391.980 156
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14 | Sidrap 1.883.25 286.610 152
15 | Pinrang 1.961,17 364.087 186
16 | Enrekang 1.786,01 198.194 111
17 | Luwu 3.00,25 347.096 116
18 | Tana Toraja 2.054,30 227.588 111
19 | Luwu Utara 7.502,68 299,989 40
20 | Luwu Timur 6.944,88 269.405 39
21 | Toraja Utara 1.151,47 224.003 195
22 | Makassar 175,77 | 1.429.242 8131
23 | Pare Pare 99,33 136.903 1378
24 | Palopo 247,52 164.903 666

Sulawesi Selatan 45.764,53 | 8432.163 184

Sumber: Diolah menggunakan data dasar BPS Prov. Sulsel, 2016.
3. Kondisi Sosial
a. Bidang Ideologi

Dalam konteks Sulawesi Selatan, pola Islamisme secara garis
besar terdapat setidaknya (untuk sementara) tiga pola vakni, per-
tama, pola para Datuk vang suksesmengislamkan raja-raja di
Sulawesi Selatan; kedua, pola kedua yakni pola Kahar Muzakkar
yang melakukan pemberontakan/perlawanan kepada pemerintah
yang bertujuan mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII); ketiga, polaKomite Penersiapan Penegakan Syariat Islam
(KPPSI) yang sebahagian dapat dipandang sukses dengan meng-
gunakan pendekatan stuktural politik. Di dalam polaitu, ada varian-
varian Islamisme yang tidak tunggal, Islamisme berwajah sangat
jamak vang tentu memerlukan kajian yang serius untuk menunjuk-
kan wvarian-varian itu, varian itu boleh dilihat dari aktivisme
Wahdah Islamiyah, Hidayatullah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Nahdatul Ulama (NU), Muham-
madiyah, kemudian halagah-halagah kecil yang eksis di Sulawesi

Antisipasi Ancaman Non Militer | 57




Selatan seperti Salafy, Jama'ah Tabligh dan lain-lain. Selain itu,
boleh dilihat dalam pendekatan struktural dengan melihat kebijakan
politik pemerintah, baik propinsi maupun kabupaten terkait cita-cita
ideologi-politik Islam yang mengusung formalisasi syari’at Islam
dalam institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan. Kehadiran Islam
di Sulawesi Selatan merupakan titik sejarah baru yvang mengubah
tatanan masyarakat terutama dalam kehidupan politik kerajaan dan
sistem religi.

Dalam kehidupan politik Islam telah menjadi fenomena baru
sebagai agamakerajaan terutama di Gowa yang berarti masuk dalam
struktur kekuasaan. Padaakhimya kemudian mengalami proses
politik dengan adanya penaklukan terhadapkerajaan-kerajaan lain di
wilayah kepulauan Sulawesi Selatan. Secara politis, dakwah selan-
jutnya sudah berada dalam tangan penguasa (raja). Selanjutnya
adalah gerakan vang dipelopori oleh Kahar Muzakkar. Tokoh ini
adalah dianggap sebagai orang yang “berjihad” memberlakukan
kembali syariat Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan 7
kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di
sulawesi Selatan pada awal tahun 1951-an yang terkenal dengan
gerakan Darul Islam/Tentera Islam Indonesia (DI/TII).

Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosio-
logis hadir dalam konteks dan manifestasi yang kompleks, baik
yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam
struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat
kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan
dorongan sekaligus menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan
Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam
negara dengan karakternya vang legal-formal, doktriner, dan mili-
tan. Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti yang diper-
lihatkan oleh HTI, MMI, KPPSI, dan kelompok-kelompok penegak
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formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaan Islam-
isme di Sulawesi Selatan secara khusus sangat terkait dengan ke-
beradaan eksistensi dua organisasi besar Islam vaitu Muhamma-
diyah dan Nahdatul Ulama (NU) yang selama ini membanggakan
diri sebagai arus utama Islam moderat di Indonesia dinilai sudah
mengalami kebuntuan inovasi dan kreativitas dalam menyikapi per-
kembangan yang ada. Gagasan [slam dan Keindonesiaan yang men-
jadi platform keduanya seakan kehilangan daya tawarnya ketika
adanya kecenderungan mengeksploitasi organisasi mereka untuk
tunggangan politik. Sebaliknya, fenomena yang disebut gerakan
[slamisme menyeruak saat masyarakat mengalami disorientasi.
Islamisme seakan menjadi wahana baru di balik kebuntuan Muham -
madivah dan NU dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman, ke-
bangsaan, dan kemanusiaan dalambingkai keindonesiaan.

b. Bidang Politik

Secara umum situasi politik di Provinsi Sulawesi Selatan saat
ini berkembang secara dinamis dan kondusif yang bertujuan untuk
mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yang dibukti-
kan melalui banyakna Partai Politik yang melakukan kontestasi
politik pada ajang pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan bebas menentukan pilihan-
nya yvang ditandai dengan beraneka ragamnya pilihan yang mereka
kehendaki untuk dijadikan sebagai wakil rakyat maupun kepala
daerahnya.

Sementara itu, untuk situasi partai politik saat ini ber-
kembang secara baik dan pesat diatndai dengan tingkat partisipasi
pemilih masyarakat vang semakin meningkat. Saat ini partai politik
yang memiliki jumlah perolehan kursi terbesar di parlemen Provinsi
Sulawesi Selatan adalah Partai Golkar dengan jumlah perolehan

kursi sebanyak 11 kursi, disusul urutan kedua Partai Gerindra
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dengan jumlah kursi sebanyak 11 kursi, dan peringkat ke tiga di
tempati oleh Partai Demokrat dengan jumlah perolehan 11 kursi.
Pada tahun 2018 mendatang di Provinsi Sulawesi Selatan akan
mengadakan perhelatan ajang pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur. Mereka yang saat ini akan bertarung adalah pasangan
Nurdin Halid (Calon Gubernur) berpasangan Azis Qahar Muzakkar
(Calon Wakil Gubemur), Nurdin Abdullah (Calon Gubernur) ber-
pasangan Syamsuddin Sulaiman (Calon Wakil Gubemnur), Ikhsan
Yasin Limpo (Calon Gubemur) berpasangan Muzakkar (Calon
Wakil Gubernur), dan Agus Arifin Nu’mang (Calon Gubernur) ber-
pasangan Mustika Alivah Ilham Arief Sirajuddin (Calon Wakil
Gubemur). Para kontestan tersebut akan bertarung dan berkontestasi
pada Tahun 2018 melalui jalur partai politik hingga jalur non partai
politik.
c. Bidang Ekonomi
1) Potensi pertambangan/galian

Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki berbagai potensi
mineral dan bahan galian, seperti biji nikel di Luwu Timur; batuan
tras/gamping di Pangkajene Kepulauan; dan pasir besi di Takalar.
Di Kabupaten Wajo terdapat deposit gas alam yang cukup besar.
Nikel merupakan salah satu komoditas utama dalam pertambangan
di Sulawesi Selatan. Bahkan ekspor Sulawesi Selatan terbesar saat
ini, merupakan komoditas nikel dan semua produksinya diekspor ke
negeri Sakura/Jepang.
2) Potensi Pertanian dan Peternakan

Beberapa komoditi pertanian Sulawesi Selatan mampu di-
ekspor ke luar negeri. Terdapat enam komoditas ekspor sektor per-
tanian Sulawesi Selatan vang memiliki nilai ekspor tertinggi dalam
kurun waktu 2012-2014. Dari keenam komoditas tersebut kakao,

Biji-bijian berminyak, ikan dan udang memiliki nilai ekspor paling
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besar. Pada Tahun 2014 ekspor kakao mencapai 250,14 Juta USS,
dan merupakan yang paling besar. Hal yang menjadi tantangan
adalah bagaimana kita bisa mengekspor pertanian kita dengan men-
jadikannya produk dengan nilai jual yang lebih besar lagi. Petani-
petani di Sulawesi Selatan yang mengolah hasil perkebunannya
sebagian besar terdapat di Kabupaten Selayar, Pangkep dan Barru.
Sedangkan jenis tanaman perkebunan vyang diolah oleh petani
adalah jambu mete, kelapa dan kemiri. Khusus untuk komoditas
kemiri, banvak diolah oleh petani subsektor perkebunan di Kabu-
paten Barru, terutama di Kecamatan Soppeng Riaja. Subsektor per-
ikanan mulai menggeser dominasi perkebunan sebagai penyumbang
terbesar kedua dalam PDRB sektor pertanian Sulawesi Selatan.
Komoditas perikanan unggulan Sulawesi Selatan adalah rumput
laut, bandeng dan udang.
3) Potensi subsektor Peternakan

Provinsi Sulawesi Selatan populasi ternak besar pada ke-
adaan 1 mei 2013 mencapai 1,1 juta ekor yang didominasi oleh sapi
sebanyak 73.153 ekor. Jumlah ternak besar naik 71% dibandingkan
tahun 2003 dan menduduki peringkat 3 secara nasional. Selain itu,
sebanyak 11.274 rumah tangga memelihara ternak besar bukan
untuk tujuan usaha. Jumlah populasi ternak besar vang tidak
digunakan untuk usaha adalah 18 ribu ekor. Dalam Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang (RPJP) Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 tersirat bahwa masyarakat Sulawesi Selatan memiliki sifat
dasar mandiri, yang diharapkan mampu memanfaatkan sumberdaya
alam dengan mengandalkan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal
sehingga mampu menghasilkan produk pertanian spesifik yang me-
miliki keunggulan lokal. Kebijakan sektor pertanian ini pun terus
digulirkan oleh pemerintah setempat, seperti bantuan berbagai paket

bibit pertanian. Selain itu, pemberian modal juga dilaksanakan
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untuk pengembangan usaha mikro kecil dan pengembangan wira-
usaha perdesaan.
4) P[mlk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi
suatu daerah, vang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah
barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah
tersebut. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga berlaku pada
tahun 2014 sekitar 300.124,22 milyar rupiah. Sektor Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan mempunyai nilai tambah paling besar
dibandingkan sektor lain yaitu mencapai 68.437,42 milyar rupiah.
Selanjutnya disusul oleh sektor Industri Pengolahan terbesar kedua
dengan nilai tamw mencapal 41279.07 milyar rupiah. PDRB
Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014
sebesar 234.083,97 milyar rupiah atau meningkat sekitar 7.57%,
lebih tinggi dibanding@ dengan tahun 2013. Bila melihat nilai
PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa
Kota Makassar mempunyai nilai PDRB yang paling besar mencapai
100.026,50 milyar rupiah. Terbesar kedua selanjutnya adalah
Kabupaten Luwu Timur dengan nilai PDRB mencapai 20.363,59
milyar rupiah. Sedangkan Kota Bone PDRB terbesar ketiga yang
nilainya mencapai 19.739,11 milyar rupiah.

5) Capaian indikator kinerja Jumlah Koperasi Besar

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 vaitu 133,33%
atau sebanyak 20 unit koperasi dari 15 unit yang ditargetkan. Akan
halnya capaian indikator kinerja Jumlah Usaha Kecil mejadi Usaha
menengah yaitu hanya mencapai 90% atau sebesar 118.832 unit
belum mampu mencapaimget yaitu 131.510 unit. Khusus untuk
indikator 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daerah pembinaan usaha menengah menjadi

usaha besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sehingga tidak
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lagi dicantumkan sebagai indikator kinerja. Sebagai catatan untuk
target indikator kinerja Jumlah Wira Usaha Baru tahun 2015 ber-
dasarkan Revisi RPIMD 2013-2018, maka program pengembangan
kewirausahaan juga menjadi salah satu yang mengalami perubahan
target vang semula akumulasi Jumlah Wira Usaha Baru adalah
132.765 unit menjadi 120.920 unit. Adapun capaian tahun 2015
hanya sebesar 47,18% atau tercapai sebanyak 47.045 unit masih
jauh dari target vang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh
Pemerintan Kabupaten/Kota belum menjadikan program pengem-
bangan kewirausahaan sebagai program prioritas padahal sangat
bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pembukaan
lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan, PTS/PTN dan
perbankan belum sepenuhnya tertarik dengan program kewira-
usahaan, belum ada regulasi yang mengatur tentang CSR BUMN/
BUMD khusus untuk wirausaha baru, skim kredit masih disamakan
antara wirausaha baru dengan pengusaha vang sudah eksis.
d. Bidang Sosial Budaya
1) Pariwisata

Wisatawan nusantara, pencapaian Tahun 2015 adalah sebesar
7.128.826 wisnus, bila dibandingkan dengan target vang diinginkan
pada akhir periode RPIJMD vyaitu 7.000.000 wisnus telah mencapai
kondisi 101,84%, sementara itu jumlah wisatawan mancanegara
yang ditargetkan mencapai 170.000 wisman pada akhir periode
RPIMD, jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2015 sebesar
191.773 wisman, kondisi kinerja vang dicapai telah melampaui
target yaitu mencapai 112,80%. Adapun indikator kinerja Jumlah
destinasi yang menjadi unggulan, pencapaian Tahun 2015 adalah 2
destinasi, jika dibandingkan dengan target yang diinginkan pada
akhir periode RPIMD vyaitu 3 destinasi telah mencapai kondisi
66,66% dari target. Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian
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target sasaran strartegis ini didukung oleh 3 program vyaitu Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan Pari-
wisata, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 10.728.222.000.
2) Pe:ﬂdikan

(1) Masih tingginya angka buta aksara serta angka artisipasi
sekolah cenderung menurun; (2) Standar pelayanan minimal pen-
didikan belum tercapai; (3) Belum optimalnya aksesibilitas, sarana
dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan; (4) Penvediaan Layanan Pendidikan Masyarakat;
3) Kesehatan

Terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan
kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun pe-
nyakit vang tidak menular, serta meningkatnya penyakit degene-
ratif, Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang Gerakan SUN (Scaling Up
Nutrition) untuk perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari
pertama kehidupan.
4) Kebudayaan

Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam
kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan
budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku
budaya. Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih
kurang, masuknya nilai dan budaya asing vang berpengaruh negatif
cukup banyak, dan terjadinya degradasi nilai budaya dan kearifan
lokal.
e. Bidang Keselamatan Umum

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 24
yaitu “Meningkatnva kapasitas jalan guna mendukung Sulawesi

Selatan sebagai simpul transportasi luar jawa” dengan indikator
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kinerja yang capalannya mampu melebihi target yang ditetapkan
sehingga capaian sasaran strategis ini sebesar 100% atau tercapai
dengan kualifikasi sangat baik. Sasaran strategis ini menjadi
tanggung jawab Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. Pada
tahun 20135, capaian kondisi mantap jalan provinsi adalah sepanjang
1.003,13 Km (87,42%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 144,38
Km (12,58%), dari 1.147,51 Km jalan provinsi. Hal ini mengalami
peningkatan dari capaian tahun 2014 yang lalu, dimana capaian
kondisi mantap sepanjang 979,64 Km (85,37%) dan kondisi tidak
mantap sepanjang 167,87 Km (14,63 %). Capaian kinerja sejak
tahun 2012 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Pada
tahun 2012 jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,57%,
mengalami peningkatan capaian sampai pada tahun 2015 dengan
kondisi capaian sebesar 87,42%. Kondisi tersebut sesuai dengan
yang ingin dicapai pada target jangka menengah. Keberhasilan ca-
paian kinerja tersebut merupakan kerja maksimal dalam meningkat-
kan akses di Provinsi Sulawesi Selatan yang berkontribusi langsung
terhadap terwujudnya pembangunan inﬁ'Euktur jalan yang ber-
mutu berkeselamatan. Untuk indikator persentase terhubungnya
pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi (konektivitas) di wi-
layah Provinsi dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk indi-
kator ini pada Tahun 2015 sebesar 87,98 %. Capaian ini mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran untuk indikator
persentase tingkat knr@i jalan provinsi dalam kondisi mantap
(baik dan sedang) dan persentase terhubungnya pusat-pusat kegia-
tan dan pusat produksi (konektivitas) di wilayah provinsi Tahun
2015 sebesar Rp. 581.895.322.951,- dengan realisasi Rp.
500.592.720.635,-. Realisasi fisik pada Tahun 2015 mencapai
97,01% dan realisasi keuangan sebesar 86,02%. Tidak optimalnya

pencapaian realisasi fisik maupun keuangan pada Tahun 2015 di-
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sebabkan karena ada beberapa paket yang tidak bisa dirampungkan
sampai akhir Tahun 2015, sehingga harus disilpa dan dilanjutkan
penyelesaiannya pada Tahun 2016. Disamping itu ada juga bebe-
rapa paket yang putus kontrak sehingga berkontribusi besar ter-
hadap tidak optimalnya penyerapan anggaran pada indikator ini.

Rendahnya capaian pelayanan tranportasi darat, laut dan
udara disebabkan beberapa hal yaitu pelaksanaan pembebasan lahan
kereta api Makassar-Parepare tidak berjalan sebagaimana yang di-
harapkan. Dari 30 Km rencana pembebasan lahan untuk kepenti-
ngan tersebut, tapi yang berhasil dibebaskan hanya 20 Km saja. Hal
itu disebabkan antara lain pemilik lahan belum memiliki keleng-
kapan dokumen (seperti sertifikat tanah), sehingga tidak dapat di-
bayarkan, ada beberapa lahan yang tidak jelas pemiliknya/pemilik-
nya tidak berada di tempat, sehingga tim kesulitan untuk mem-
bebaskannya, adanya ketidakpuasan masyarakat atas jumlah ganti
rugi yang ditentukan oleh tim appraisal sehingga dilakukan proses
konsinyasi di pengadilan. Masih kurangnya animo masyarakat
untuk memanfaatkan BRT sehingga halte yang dibangun belum di-
manfaatkan seoptimal mungkin. Masih terbatasnya pelayanan trans-
portasi pada masyarakat yang ada pada daerah terpencil perbatasan
dan kepulauan yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan pra-
sarana transportasi di daerah tersebut. Urusan perhubungan laut
masih dominasi pemerintah pusat sehingga sulit untuk memaksi-
malkan pengelolaan pelabuhan lokal dan regional yang ada di wila-
yah ini. Urusan perhubungan udara, masih dikelola oleh pemerintah
pusat, sechingga bandar udara termasuk bandara perintis tidak dapat
dimaksimalkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah.

Adapun upaya-upaya vang dilakukan dalam rangka meng-
atasi permasalahan adalah pendekatan kepada masyarakat, tokoh

masyarakat, pemerintah setempat perlu dimaksimalkan untuk me-
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minimalisir terjadinya konflik dan penolakan atas pembangunan
perkeretapian trans Sulawesi, perlunya sosialisasi mengenai pen-
tingnya penggunaan bus kota untuk mengurangi kemacetan dalam
Kota Makassar, perlu dilakukan penambahan jumlah halte sehingga
jumahnya memadai. Juga perlu dilakukan pembenahan manejemen
BRT, seperti menambah jumlah armada bus yang melayani masya-
rakat di koridor yang ada, sehingga waktu tunggu tidak terlalu lama,
yang membuat masyarakat enggan untuk menggunakan BRT dan
memilih tetap menggunakan angkot (pete-pete) yang menambah
kesemrawutan lalu lintas. Perlunya keterpaduan dan dukungan dari
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyiapkan
sarana dan transportasi di daerah terpencil, perbatasan dan ke-
pulauan, terutama dukungan regulasi dan anggaran yang memadai.
Perlunya koordinasi yang baik agar ada pelimpahan sebagian urusan
kepelabuhan dan kebandarudaraan dari pemerintah pusat ke peme-
rintah daerah. Program pengembangan/pemeliharaan sarana/pra-
sarana dan pengawasan transportasi darat, program pembangunan
transportasi massal, program pembangunan/pemeliharaan pra-
sarana dan pelayanan transportasi laut, program pembangunan/pe-
meliharaan prasarana dan pelayanan transportasi udara, dengan total
alokasi anggaran sebesar Rp.117.466.725.000,- dengan realisasi se-
besar Rp. 99.082.640.480 sehingga terjadi efisiensi anggaran se-
besar Rp. 18.384.084.520.
f. Bidang Legislasi

Saat ini pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi
Selatan yang menghubungkan Kota Makassar sebagai pusat per-
tumbuhan dengan kabupaten/kota yang berada di provinsi Sulawesi
Selatan sangat diperlukan karena merupakan salah satu penghambat
yang dihadapi dalam membangun wilayah. Infrastruktur yang di-

maksud adalah berbasis jaringan transportasi kereta api vang
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pengembangannya masih dalam tahap penyelesaian oleh peme-
rintah. Infrastruktur jaringan kereta api tersebut merupakan harapan
dalam memudahkan untuk menjangkau wilayah kabupaten/kota
dalam waktu vang singkat. Dalam pembangunan jaringan infra-
struktur tersebut, juga diproveksikan ikut serta membantu dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dise@lr Kota Makassar.
Melalui metode yuridis normatif, dipilih 12 peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan batas wilayah
dan kawasan perbatasan, Undang-undang yang di@dang spesifik
mengatur pengelolaan kawasan perbatasan adalah Undang-Undang
No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, sedar@n pengaturan
terkait infrastruktur lebih banyak diakomodir dalam Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta per-
aturan pelaksananya.
g. Bidang Teknologi

Banyaknya Provider yang bersaing menyediakan layanan
internet di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga masyarakat me-
miliki banyak pilihan dalam mengakses internet. Jaringan intemet
merupakan jaringan elektronik yang menghubungkan jutaan kom-
puter vang tersebar di seluruh dunia. Masyarakat Sulawesi Selatan
sebagian besar memanfaatkan internet untuk keperluan interaksi
sosial dalam dunia mava seperti facebook, tweeter, instagram,
voutube, dan lain-lain. Namun terdapat juga sekelompok orang yang
memanfaatkan internet untuk keperluan bisnis, perbankan atau se-
kedar belanja online. Perkembanganglobal tentunya membuat suatu
hal yang tidak dapat dihindarkan lagi akan memberikan dampak
positif dan negatif bagi warga masyarakat dan menimbulkan situasi
yang dilematis. Kondisi tersebut memunculkan rasa penolakan atau
menerima perubahan jaman dengan adanya kemajuan teknologi

informasi. Berdasarkan informasi vang berkembangan dikalangan
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masyarakat, ditemukan tidak sedikit orang yang dirasuki syndrome
antipati terhadap teknologi informasi. Bahkan terdapat juga yang
berpikiran telah kehabisan waktu untuk menyesuaikan diri dengan
dunia kerja yang berbasis komputerisasi, lebih baik berada di zona
aman vaitu bekerja di lapangan tanpa harus bersentuhan dengan
komputer. Namun ada juga yang memiliki niat untuk menguasai
komputer lebih dalam, tidak hanya untuk menikmati fasilitas multi-
media tetapi sekurang-kurangnya dapat mengoperasikan program
dasar fasilitas komputer, disebabkan aplikasi dasar tersebut merupa-
kan yang paling sering digunakan dalam dunia kerja baik swasta
maupun pemerintah.
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam
rangka membangun daerahnya dituangkan melalui visi “Sulawesi
Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul
Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Pilar Utama
Pembangunan Nasional yaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi
Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi
nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia khusus-
nya dalam perwujudan ketahanan dan kemandirian pangan pada
komoditas strategis. Ini ditandai dengan posisi Sulawesi Selatan
yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi luar pulau Jawa. Ini juga terkait dengan perwujudan pola
ideal kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama, ke-
tertiban dan keamanan serta akselerasi perbaikan kehidupan demo-
krasi.

Simpul jejaring vaitu gambaran tentang kondisi Sulawesi
Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi simpu distribusi barang dan
jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul distri-

busi perhubungan darat, laut dan udara di luar Jawa dan kawasan
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timur Indonesia khususnya.

Akselerasi kesejahteraan vyaitu gambaran tentang kondisi
Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir
tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi. Pada saat
ini Indeks Pembangunan manusmrada pada kategori menengah-
tinggi. Pembangunan ekonomi berada di atas rata-rata Nasional,
pendapatan per kapita sekitar Rp. 30 Juta. Angka kemiskinan dan
pengangguran di bawah rata-rata nasional, agroindustri berkem-
bang pesat serta industri dan jasa berkontribusi signifikan dalam
perekonomian. Ini ditandai oleh kondisi dinamis Sulawesi Selatan
semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta se-
makin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan
internasional. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sula-
wesi Selatan tersebut didukung oleh misi sebagai upaya-upava
umum dalam pencapaian visi vaitu:

1) Mendorong semakin meningkatnya masyarakat yang religius
dan kerukunan intra dan antar umat beragama.

2) Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan
sosial dan kelestarian lingkungan.

3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kese-
hatan dan infrastruktur.

4) Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasio-
nal dan global.

5) Meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum.

6) Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan
bangsa.

7) Meningkatkan perwujudan kepemerintahan yang baik dan
bersih.

Arah kebijakan pada tahun 2015 diprioritaskan melalui:

1) Pengembangan kerjasama dan daya saing daerah:
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2)
3)

4)
3)
6)

7)

a) Pengembangan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Provinsi Luar Negeri

b) Pengembangan kerjasama kabupaten/kota dengan kabu-
paten/kota lain di Indonesia dan Luar Negeri

¢) Pengembangan iklim dan sarana/prasarana pendukung
investasi daerah;

d) Pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas
strategis;

e) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja;

f) Penguatan sistem inovasi daerah;

g) Penguatan dukungan pada poros maritim.

Pengembangan ekonomi kerakyatan;

Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan ke-

budayaan pembangunan kesehatan;

Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah.

Pengembangan kawasan strategis;

Pengelolaan sumberdaya air dan peningkatan kapasitas infra-

struktur irigasi;

Reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Sinergitas Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dihadapkan pada ancaman nonmiliter dalam rangka penye-

lenggaraan pertahanan negara sebagai berikut:

D

Sinergitas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
guna menghadapi ancaman nonmiliter antara lain: pemba-
ngunan di Provinsi Sulawesi Selatan diprioritaskan pada pe-
ningkatan infrastruktur, pelayanan pada masyarakat, kesehatan
masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, sedangkan
yang berkaitan dengan ancaman nonmiliter belum dicantumkan
dalam RPJMD, baik dalam hal kebijakan, stategi, sasaran dan

lain-lain, padahal ancaman nonmiliter sangat berpotensi terjadi
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mengingat Provinsi Sulawesi Selatan salah satu simpul jaring
pembangunan di Indonesia bagian timur.

2) Regulasi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
dengan PTP Kemhan RI dalam rangka penyelenggaraan Per-
tahanan Negara belum optimal, disebabkan keberadaan PTP
Kemhan RI belum dianggap sebagai mitra kerja di daerah. Hal
ini dibuktikan ketika rapat musyawarah Rencana Pembangunan
Daerah tidak dilibatkan, sehingga PTP Kemhan RI tidak dapat
memberikan kontribusi yang erat kaitannya dengan rencana

pembangunan wilayah pertahanan di wilayah.

C. Dimensi Ancaman
1. Ancaman Berdimensi Ideologi

Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosio-
logis hadir dalam konteks dan manifestasi vang kompleks, baik
yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam
struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat
kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yvang memberikan
dorongan sekaligus menjadi peluang bagi tumbuhnya gerakan Islam
yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam
negara dengan karakternya vang bersifat legal-formal, doktriner,
dan militan. Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti
yang diperlihatkan oleh HTI, MMI, KPPSI, dan kelompok-kelom-
pok penegak formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan tentu me-
munculkan tanda tanya kepada publik terkait vang mendasari ke-
munculan dasar gerakan mereka.

Lebih jauh lagi, bahwa keberadaan Islamisme di Sulawesi
Selatan secara khusus sangat terkait dengan keberadaan eksistensi

dua organisasi besar Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul

72 | dalam Pembangunan




Ulama (NU) yang selama ini membanggakan diri sebagai arus
utama Islam moderat di Indonesia dinilai sudah mengalami kebun-
tuan inovasi dan kreativitas dalam menyikapi perkembangan yang
ada. Gagasan Islam dan Keindonesiaan yang menjadi platform ke-
duanya seakan kehilangan daya tawarnya ketika adanya kecende-
rungan mengeksploitasi organisasi mereka untuk tunggangan
politik. Sebaliknya, fenomena vang disebut gerakan Islamisme
menyeruak saat masyarakat mengalami disorientasi. Islamisme
seakan menjadi wahana baru di balik Muhammadiyah dan NU
dalam menyuarakan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan ke-
manusiaan dalam bingkai keindonesiaan. Ekspresi politik dan ide-
ologi politik Islam dalam berbagai variannya seperti yang telah di-
jelaskan di atas akan memengaruhi cara-cara yang digunakan oleh
para aktivis politik Islam termasuk di Sulawesi Selatan. Situasi ini
sejalan dengan cita-cita politik Islam melalui politik formal dengan
menggunakan kendaraan partai politik, parlemen atau melalui biro-
krasi sebagai ajang permainan politik.

Selain dari pada itu, juga melibatkan berbagai lembaga swa-
daya masyarakat, atau organisasi sosial keagamaan dan kemasya-
rakatan. Kalaupun harus menggunakan partai politik sebagai instru-
men untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Islam, apa-
kah harus dibatasi pada partai-partai politik vang secara formal
mempunyai asal-usul sosial dan “teologis” Islam, atau sebaliknya
tetap menggunakan partai-partai yvang secara formal “tidak ber-
cirikan” Islam. Setidaknya bahwa Islamisme di Sulawesi Selatan
dengan pola pergerakannya cenderung kepada Post-islamisme,
yakni sebuah gerakan vang lebih moderen. Artinya bahwa kebanya-
kan gerakan-gerakan yang ada cenderung lebih akomodatif dengan
pemerintah. Kecuali Hizbut Tahrir yang agak lebih konsisten

dengan dasar dan visi politik mereka dibandingkan dengan gerakan-
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gerakan ideologis lainnya di Sulawesi Selatan. Kecenderungan per-
geseran wajah dari Islamisme ke post-Islamisme ini kurang lebih
dipengaruhi oleh tiga sumber pengaruh dan tantangan utama, yakni
Pengaruh Sistem politik yvang ada di Indonesia, munculnya kaum
sekuler kritis dan geo-politik. Peran kemitraan diantara Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian Lembaga
terkait untuk mengawasi dan mengontrol perkembangan ideologi
[slamisme juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

2. Ancaman Berdimensi Politik

Dimensi politik yang menjadi fokus perhatian utama di
@vinsi Sulawesi Selatan adalah dalam penyelenggaraan pemilihan
Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubernur vang diselenggarakan
pada Tahun 2018 mendatang. Penyelenggaraan Pemilihan Calon
Kepala Daerah ini mendapatkan perhatian serius dari segenap
elemen Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Perhatian
serius tersebut melalui kesiapan dari Komisi Pemilihan Umum
(KPU Prov. Sulsel), Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas
Pemilu, Aparat keamanan TNI-Polri untuk menjaga dan mengawal
pesta demokrasi vang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 men-
datang.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melaku-
kan koordinasi dan sinkronisasi dengan unsur pimpinan Kepala
Daerah tingkat kabupaten'kota dalam rangka terlibat untuk meng-
awal dan mengawasi jalannya pemilihan Kepala Daerah di tingkat
Provinsi. Sinkronisasi tersebut dapat berupa fasilitas keamanan, ke-
nyamanan, dan ketenteraman yang dapat menciptakan suasana yang
kondusif. Partisipasi dan peran kepala daerah di tingkat kabupaten/
kota sangat berperan, melalui sosialisasi yang dilakukan kepada
masyarakat wajib pilih untuk senantiasa bersikap tenang dan damai

dalam rangka menyuarakan aspirasinya kepada salah satu kontes-
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tastan yang menjadi figur mereka.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksa-
nakan kerjasama dengan jajaran TNI-Polri melalui bantuan personel
dalam rangka mengamankan jalannya pesta demokrasi secara aman
dan terkendali. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menjaga
stabilitas keamanan dimulai pada tingkat wilayah desa/keluarahan,
kecamatan, kabupaten/kota. Disamping itu juga pengamanan pada
aspek jaringan objek vital vang dianggap dapat memberi dampak
negatif terhadap jalannya pesta demokrasi. Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan kerjasama dan koodinasi
dengan Kementerian Lembaga yang memiliki wewenang dan tugas
dalam rangka mengawasi jalannya pemilihan calon kepala daerah
tingkat provinsi. Dengan demikian melalui konsep sinergitas dan
koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sula-
wesi Selatan dengan instansi yang terkait, maka proses pemilihan
calon kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018
berjalan kondusif dan tidak membawa dampak negatif terhadap
jalannya pesta demokrasi yang digelar setiap sekali dalam lima
tahun.

3. Ancaman Berdimensi Ekonomi

Perekonomian Sulsel triwulan II 2016 tumbuh 8,05%., me-
ningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2016 yang tercatat
7,43%. Secara sektoral, meningkatnya pertumbuhan disebabkan
oleh kinerja sektor primer dan tersier yang semakin membaik.

Pada sektor primer didorong oleh meningkatnya sektor per-
tanian dan pertambangan, sementara pada sektor tersier yaitu sektor
jasa keuangan, perdagangan, jasa pendidikan, dan administrasi pe-
merintahan. Di sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan di-
sebabkan oleh meningkatnya kinerja seluruh komponen, khususnya

konsumsi pemerintah dan investasi. Sementara itu, kinerja ekspor
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mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi akibat
belum pulihnya pasar global. Pada triwulan laporan, kinerja per-
bankan dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada
sistem pembayaran menunjukkan peningkatan. Namun demikian,
pada triwulan III 2016 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi akan
sedikit melambat, dikarenakan terdapat potensi risiko perlambatan
di sektor Pertanian dan sektor Industri Pengolahan. Peluang pening-
katan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2016 akan
terjadi apabila perkembangan ekonomi global semakin membaik
dan terjalin koordinasi yang semakin erat antara pemerintah pusat
dan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan penyerapan
anggaran berjalan lancar.

Dengan demikian untuk mendorong Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul
Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan
yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) meng-
akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah, khususnya belanja
modal yang dialokasikan untuk pexm’yaan provek infrastruktur;
(b) membangun sistem monitoring realisasi anggaran pendapatan
@ belanja pemerintah daerah yang terpadu, dan mewajibkan
seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan
untuk melaporkan pencapaiannya secara rutin (bulanan) kepada pe-
merintah Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
memiliki informasi dini yang dapat digunakan untuk memacu
realisasi anggaran pemerintah daerah di Kabupaten/Kota; (c) me-
realisasikan nominal anggaran belanja daerah secara disiplin sesuai
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Bulanan (RPPB) vang telah
ditetapkan; (d) guna memacu kinerja pegawai, realisasi anggaran
belanja inmi hendaknya dijadikan salah satu indikator kinerja setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (e) melakukan akselerasi
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pembangunan infrastruktur kemaritiman, baik infrastuktur fisik
maupun infrastruktur pendukung, diantaranya dengan melakukan
perbaikan berbagai pelabuhan laut, kawasan pergudangan dan mem-
perbaiki akses jalan vang menuju ke pelabuhan, serta meningkatkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (f) untuk mendukung
program kemaritiman di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan
Timur Indonesia (KTI), pemerintah pusat dan daerah perlu me-
nyusun roadmap pengembangan industri dasar hingga menengah
(low medium technology) terutama yang berbasis maritim di
Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Ancaman Berdimensi Sosial Budaya

Mengenal kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan berarti me-
ngenal adat kebudayaan vang ada di seluruh daerah Sulawesi
Selatan. Terdapat Banyak suku/etnis tapi yang paling mayoritas ada
3 kelompok etnis yaitu Makassar, Bugis dan Toraja. Demikian juga
dalam pemakaian bahasa sehari-hari ke 3 etnis tersebut lebih do-
minan. Kebudayaan yang paling terkenal bahkan hingga ke luar
negeri adalah budaya dan adat Tanah Toraja yang sangat khas dan
sangat menarik. Lagu daerah propinsi Sulawesi Selatan yang sangat
populer dan sering dinyanyikan di antaranya adalah lagu vang ber-
asal dari Makasar yaitu lagu Ma Rencong-rencong, lagu Pakarena
serta lagu Anging Mamiri. Sedangkan lagu yang berasal dari etnis
Bugis adalah lagu Indo Logo, serta lagu Bulu Alaina Tempe.
Sedangkan lagu yang berasal dari Tana Toraja adalah lagu Tondo.
Untuk rumah tradisional atau rumah adat di propinsi Sulawesi
Selatan yang berasal dari Bugis, Makassar dan Tana toraja dari segi
arsitektur tradisional ke tiga daerah tersebut hampir sama bentuk-
nya. Rumah-rumah adat tersebut dibangun di atas tiang-tiang
sehingga rumah adat yang ada di sana mempunyai kolong di bawah

rumahnya. Tinggi kolong rumah adat tersebut disesuaikan untuk
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tiap tingkatannya dengan status sosial pemilik rumah, misalnya apa-
kah seorang raja, bangsawan, orang berpangkat atau hanya rakvyat
biasa. Hampir semua masyarakat Sulsel percaya kalau selama ini
penghuni pertama zaman prasejarah di Sulawesi Selatan adalah
orang Toale. Dengan demikian sejarah serta kesenian dan kebu-
dayaan yang ada di Sulawesi Selatan, bisa disimbolkan bahwa
negara Indonesia adalah negara vang kaya akan budaya. Namun,
ada baiknya jika kekayaan tersebut bisa dilestarikan. Tentunya
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kementerian
Lembaga terkait berperan seutuhnya, serta dibantu oleh masyarakat
lokal, guna kekayaan kesenian dan kebudayaan yang ada tetap les-
tari, meskipun arus globalisasi menjadi suatu ancaman tersendiri
yang berpotensi untuk memengaruhi kebudayaan lokal di Indonesia.
5. Ancaman Berdimensi Teknologi Informasi

Dimensi teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan pe-
nerapannya berada di Kota Makassar melalui program Smart city.
Dalam perumusan kebijakan pemerintah Kota Makassar dalam
Smart City, pemerintah Kota Makassar mengambil acuan berdasar-
kan model kebijakan publik, model kebijakan publik yvang menjadi
tipikal dari perumusan kebijakan Ranperda tersebut adalah Model
Campuran yang terdiri dari Model Elite dan Model Kelembagaan.
Disini dapat dipahami bahwa bagaimana kelompok elit memiliki
pengaruh dalam perumusan kebijakan dan akan memperlihatkan
apakah kebijakan tersebut pada akhimya merupakan kebutuhan
masyarakat atau hanya sebagai preferensi dari kelompok-kelompok
elit. Selanjutnya, terdapat beberapa lembaga yang berperan di
dalamnya, seperti Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar
dan Dinas komunikasi dan Informatika Kota Makassar, hal in1 me-
ngacu pada model kelembagaan, sedangkan Model formulasi ke-

bijakan publik yang digunakan adalah Model Campuran vyaitu
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Model Elite dan Model Kelembagaan, namun didalam model ini
masih terdapat kekurangan vyaitu, tidak memainkan Model Teori
Kelompok, seharusnya dalam membuat perumusan kebijakan
publik tidak lepas dari interaksi kelompok-kelompok sehingga akan
mencapai suatu titik keseimbangan yang mengakomodasi berbagai
kebutuhan dari kelompok-kelompok dalam Ranperda. Lembaga-
lembaga masvarakat seperti LSM belum ada yang dilibatkan dalam
perumusan kebijakan Kota Dunia yang nyaman untuk semua
dengan konsep Smart City.
6. Ancaman Berdimensi Keselamatan Umum

Kondisi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan semakin
hari semakin memprihatinkan, terkait rendahnya kualitas disiplin
berlalu lintas pengguna jalan. Misi keselamatan jalan seharusnya
mengarah pada komitmen saling pengertian dan penghargaan antar
sesama pengguna jalan dalam menciptakan keselamatan berlalu
lintas. Pemerintah sejauh ini telah menindaklanjuti kerjasama lintas
sektoral peningkatan keselamatan jalan yang meliputi 15 aspek ke-
selamatan jalan lintas sektor. Departemen perhubungan juga telah
mencanangkan “road map to zero accident” dengan aksi penyu-
sunan rencana umum keselamatan transportasi jalan di Indonesia
tahun 2008-2012. Target penyusunan program ini diharapkan
mampu menekan 20 persen fatalitas per 100.000 penduduk dalam
kurun waktu 10 tahun dan menekan 15 persen korban luka berat per
100.000 penduduk hingga tahun 2012. Upaya vang dilakukan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan menyeleng-
garakan kegiatan sosialisasi keselamatan jalan seperti road show ke
sekolah-sekolah, pengusaha jasa transportasi, dan awak kendaraan
umum. Selain itu, imbauan sadar keselamatan berlalu lintas juga
telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga maupun instansi terkait

lainnya serta menyebarkan pesan melalui baliho, spanduk, dan
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stiker.
7. Ancaman Berdimensi Penegakan Hukum
Dimmenegakan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan ada-
lah dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penega-
kan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang adalah terkait dengan aspek substansi hukum yang meliputi
belum memadainya perundang-undangan spesifik yang menyangkut
perdagangan orang (khususnya terhadap anak), kepemilikan dan pe-
mahaman terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan-
kebijakan mengenai perdagangan orang. Selain itu, dalam aspek
struktur hukum yang meliputi situasi dan kondisi organisasi pe-
negak hukum, sumber daya manusia para penegak hukum, sarana
dan prasarana, serta dana/anggaran. Demikian juga halnya dengan
aspek kultur hukum, vang meliputi kondisi kultur aparat penegak
hukum dan kultur masyarakat sel@ga belum sepenuhnya mampu
mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum, yang me-
nyebabkan pelaksanaan penegakan hul-mtidak sepenuhnya efektif,
akibatnya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang di KQ Makassar belum sepenuhnya efektif.
Dengan demﬁn peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak sehamslebih mengefektifkan jaminan perlindungan
m.un bagi para saksi dan/atau korban perdagangan orang agar
saksi dan/atau korban dapat dengan tenang memberikan kesaksian/
keterangan. Aparat pemerintahan seharusnya mengamandemen per-
aturan perundang-undangan vang selaras dengan standar-standar
internasional, sehingga dapat mengakomodir kepentingan dari pihak
korban.
8. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah

Permasalan pembangunan vang dihadapi Provinsi Sulawesi
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Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dalam menjaga ke-

sinambungan pembangunarg]tara lain:

D)

2)

3)

Bidang pendidikan: (a) masih tingginya angka buta aksara serta
angka partisipasi sekolah cenderung menurun, (b) standar pela-
yanan minimal pendidikan belum tercapai, (c) belum optimal-
nya aksesibilitas, (d) sarana dan prasarana dan peran serta
masyarakat dalam penvelenggaraan pendidikan dan (e) penve-
diaan Layanan Pendidikan Masyarakat.

Bidang kesehatan: (a) terbatasnya sumberdaya kesehatan,
@um optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman
penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, serta
menin@tnya penyakit degeneratif, (b) kesadaran masyarakat
untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
masih kurang, (c) gerakan SUN (Scaling Up Nutrition) untuk
perbaikan Gizi anak atau perbaikan Gizi 1000 hari pertama
kehidupan dan (d) pembinaan Gizi Masyarakat;

Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang: (a) belum merata-
nya aksesibilitas pelayanan transportasi, (b) belum optimalnya
kinerja sarana dan prasana sumber daya air untuk mendukung
ketahanan pangan Sulawesi Selatan, (c) rendahnya akses ter-
hadap air minum dan sanitasi yang layak, (d) tingkat kerusakan
jalan, jembatan, prasarana dan sarana irigasi yang masih tinggi,
(e) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan
sarana dan prasarana, (f) belum semua wilayah mempunyai
Rencana Dasar Tata Ruang, produk tata ruang yang telah di-
susun belum disadari sebagai produk yang mempunyai ke-
kuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam
tertib penataan ruang dan (g) pelaksanaan Penataan Ruang

Nasional.
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4)

3)

6)

7

8)

9)

Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman: (a) belum
optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya ke-
sadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah
dan (b) belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana
dasar permukiman dan masih besarnya kesenjangan pemenuhan
akan rumah layak huni.

Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan pada
masvarakat: (a) meningkatnya gangguan keamanan dan keter-
tiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam
mematuhi peraturan dan (b) kesadaran masyarakat dalam ber-
demokrasi masih kurang, serta Jiwa nasionalisme dan patrio-
tisme cenderung menurun.

Bidang sosial: (a) masih cukup tingginya angka kemiskinan,
pengangguran dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS), (b) tingginya konflik sosial di masyarakat dan kejadi-
an bencana alam, (c¢) panti-panti sosial kurang diberdayakan dan
(d) rehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak.

Bidang lingkungan hidup: (a) menurunnya daya tampung ling-
kungan akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan , (b)
menurunnya kapasitas dan kualitas sumber air baku, (c) kesa-
daran masvarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan
hidup masih kurang; dan (d) dampak pemanasan global se-
makin meningkat.

Bidang kepemudaan dan olah raga: (a) masih terbatasnya sarana
dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan ku-
rangnya pembinaan pemuda dan olah raga, (b) masih kurangnva
pembinaan kepemudaan dan (c¢) masih kurangnya pembinaan
dan peningkatan prestasi olahraga.

Bidang penanaman modal: (a) belum optimalnya pengelolaan

investasi, (b) iklim investasi belum kondusif khususnya dalam
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hal pelayanan perizinan dan (c) lahan bagi usaha industri ber-
skala menengah/besar terbatas.

10) Bidang UMKM: (a) pemberdayakan koperasi UMKM untuk
menigkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan ber-
kelanjutan, (b) inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan di-
sain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih
rendah dan (c) jaringan pasar industri kecil dan kemitraan
dalam usaha pemasaran masih terbatas.

11) Bidang kependudukan dan catatan sipil: (a) masih rendahnya
kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi ke-
pendudukan dan (b) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk.

12) Bidang ketenagakerjaan: (a) masih terbatasnya lapangan kerja,
dan (b) kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai
kebutuhmjasar‘

13) Bidang ketahanan pangan: (a) belum optimalnya diversifikasi
produk pangan lokal, (b) ketersediaan cmkedaulatan pangan
belum menjadi fokus daerah dan (c) kesadaran masyarakat
dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

14) Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak: (a)
Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
dan anak, (b) tingginya pengaruh negatif media terhadap pem-
bentukan kepribadian anak, (c) anak jalanan, anak korban nar-
koba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada, (d) pe-
ningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan
(e) tingginya bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dis-
kriminasi dan perlakuan salah pada anak dan perempuan.

15) Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera: (a) belum
meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan repro-
duksi dan (b) jumlah penduduk indonesia naik dua kali lipat
dalam 40 tahun terakhir, diprediksi mencapai 254.4 juta-255.8
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juta jiwa tahun 2015 (BPS danlembaga demografi UI) bila
pertambahan penduduk masih 1,49% W—Rata dunia 1,16%).

16) Bidang perhubungan: (a) kurangnya sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan, (b) daya tampung infrastruktur trans-
portasi, (c) belum meratanya aksesibilitas pelayanan trans-
portasi dan (d) pengembangan dan pengendalian jaringan lalu
lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar
moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul trans-
portasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien
dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.

17) Bidang komunikasi dan informasi: (a) belum optimalnya imple-
mentasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi
m] (b) pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat.

18) Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi ke-
uangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian: (a) belum
optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatas-
nya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pe-
gawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum
daerah vang tidak sesual dengan perkembangan, (b) SKPD
belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan
Prosedur Standar Operasional, (¢) masih terbatasnya pemanfaat-
an teknologi informasi dalam pelayanan administrasi keuangan
daerah (Pembiayaan, pendapatan dan belanja daerah) dalam
rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, (d) penegakan dan pelaksanaan
hukum dan perundang-undangan yamasih lemah, (e) perlu-
nya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi
bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis, (f)
peningkatan SDM aparatur yang memiliki integritas dan kom-

petensi vang diharapkan, (g) Lemahnya infrastruktur pen-
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dukung pelaksanaan birokrasi, (h) penataan kelembagaan
instansi Pemerintah yang mencakup penataan fungsi dan
struktur organisasinya, (1) penerapan Standar Pelayanan Publik
pada Unit Pelayanan Publik, (j) pengembangan dan penerapan
E-Government, (k) kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi kependudukan masih kurang, (1) pengalokasian
pegawal pada setiap SKPD tidak merata, (m) perangkat daerah
yang cenderung terlalu gemuk (banyaknya pada setiap SKPD)
dan (n) munculnya berbagai masalah pertanahan termasuk asset

Pemda yang bermasalah.

19) Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa: (a) belum optimal-

nya peran dan fungsi kelembagaan masvarakat desa, peran
perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan
desa, (b) ketidakberdayaan masyarakat disebabkan faktor eko-
nomi, rendahnya kapasitas SDM, dan terbatasnva akses infor-
masi, sarana, modal, pasar dan pelayanan, (c) belum fokus dan
tidak sinerginya gerakan pemberdayaan masyarakat yang di-
laksanakan antara pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dan

desa dan (d) perlunya diantisipasi akan berakhimya program

PNPM.

20) Bidang kebudayaan: (a) masih rendahnya penerapan nilai-nilai

luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya
pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas
sumberdaya manusia pelaku budaya, (b) partisipasi generasi
muda dalam seni dan budaya masih kurang, (c) masuknya nilai
dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak dan
(d) terjadinya degradasi nilai budaya dan kerifal lokal.

21) Bidang statistik: (a) belum optimalnya kualitas SDM dan ko-

mitmen dalam pengelolaan data dan statistik dan (b) pem-

biayaan, sarana dan prasarana yang kurang,
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22) Bidang kearsipan: (a) belum memadainya sumberdaya manusia
dan sarana dan prasarana kearsipan, (b) kesadaran dan komit-
men terhadap pentingnya data masih rendah, (c¢) regulasi
tentang kearsipan belum dilaksanakan secara maksimal dan (d)
belum sinergi pengelolaan kearsipan di tingkap provinsi dan
kab/kota.

23) Bidang perpusatakaan: (a) belum memadainya sumberdaya
manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan, (b) masih
rendahnya minat baca masyarakat, terutama anak sekolah, (c)
pengelolaan perpustakaan vang belum profesional dan (4)
bahan bacaan perpustakaan yvang masih minim.

24) Bidang perencanaan pembangunan: (a) belum efektifnya peren-
canaan dari bawah (bottom up planning) yang disebabkan oleh
kurang alratnya data pendukung perencanaan pembangunan
dan (b) masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya kon-
sistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan

dan alokasi penganggarannya.

D. Isu Strategis dan Indikasi

Dari berbagai masalah yang telah dipaparkan dalam tabel di
atas, maka dirangkumlah beberapa isu strategis. Dim di dalam
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, isu strategis
adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifi-
kan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu kondisi yang men-
jadi isu strategis adalah keadaan vang apabila tidak diantisipasi,
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang ber-
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sifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat ke-

lembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa

yang akan datang. Masing-masing isu strategis dan indikasinya se-

bagaimana dijelaskan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Isu strategis dan indikasi di Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran pengurangan tingkat
Kemiskinan dalam Buku III
RPIMN 2015-2019 adalah
9.1-6,6%, sedangkan pada
tahun 2014 tingkat kemiski-
nan di Provinsi Sulawesi Se-
latan sebesar 10,28%, untuk
itu diperlukan upaya konsis-
ten untuk menurunkan tingkat
kemiskinan di provinsi ini.
Selama kurun waktu 2015-
2019 Provinsi Sulawesi Sela-
tan harus menurunkan persen-
tase penduduk miskin sebesar
3,68 poin persentase atau 0,74

poin persentase pertahun.

No [su Strategis Penjelasan Indikasi
L | Upaya Upaya menurunkan tingkat |- Kriminalitas
menurunkan | kemiskinan di Sulawesi Sela- |2- Radikalisme
taraf tan harus dilakukan dengan |3- Terorisme
kemiskinan optimal agar sesuai dengan 4. Kesenjangan
Buku III RPJMN 2015-2019. |  sosial dan
ckonomi
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Berkurangnya | Tingkat pengangguran ter- |1. Kriminalitas
tingkat buka Provinsi Sulawesi Sela- |2. Radikalisme
pengangguran | tan tahun 2008-2015 ber- |3. Terorisme
kurang sebesar 2,93 persen, |4. Kesenjangan
dan berada setara dengan sosial dan
rata-rata  tingkat pengang- ckonomi
guran nasional. Seiring de-
ngan laju pertumbuhan eko-
nomi, tingkat pengangguran
wilayah cenderung menurun
yang menunjukkan peningka-
tan angkatan kerja baru
selama  tahun  2008-2015
masih mampu diserap oleh
lapangan kerja yangtersedia.
Kualitas Kualitas sumberdaya manusia | 1. Kriminalitas
Pembangunan | di Sulawesi Selatan yang di- |2. Radikalisme
Manusia tunjukkan melalui nilai IPM |3. Terorisme
Belum relatif meningkat tahun 2014 |4. Kesenjangan
Optimal dibandingkan tahun 2010 Pengetahuan
namun masih jauh di bawah |5. Apatisme
IPM nasional sebesar 68,9,
Proporsi Proporsi angkatan kerja di |1. Kesenjangan
angkatan kerja Sulawesi Selatan  dengan Pengetahuan
menurut jjasah minimal SMA meng- |2. Kesenjangan
tingkat alami peningkatan dari 34,98 hak azasi
pendidikan persen pada tahun 2012 men- manusia
jadi 40,69 persen pada tahun |3. Konflik Sosial
2015. berupa
diskriminatif
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Tingkat Tingkat kesehatan m@rﬁ- l. Angka
keschatan kat Sulawesi Selatan belum kematian  ibu
masyarakat menunjukkan hasil yang dan bayi
belum baik. baik apabila dilihat dari |2. Gizi buruk

indikator kesehatan, seperti

angka kematian ibu, angka

kematian bayi dan balita,

serta gizi buruk.
Infrastruktur | Rumah sakit, puskesmas, dan | Kualitas dan kuan-
keschatan lainnya terus ditingkatkan | titas Infrastruktur
yang memadai| jumlah dan pelayanannnya | kesechatan meng-

schingga terjangkau untuk
masyarakat sampai pelosok
desa. Program prioritas pem-
bangunan bidang keschatan di
Provinsi  Sulawesi Selatan
antara lain pembangunan RS
Pratama di Kabupaten Bulu-
kamba dan Kabupaten Wajo,
serta peningkatan sarana pra-

sarana alat RS
regional di 6 RSUD.

rujukan

alami peningkatan.

Kebutuhan
rumah layak
huni meng-
alami pening-
katan

Kebutuhan rumah layak huni
di Sulawesi Selatan sangat
besar, mengingat  masih
penduduk  yang

belum memiliki rumah yang

banyaknya

layak ditempati, kepemilikan
pemukiman yang belum ter-
tata, serta terdapat keterbata-
yang disebabkan
fisik wilayah

Sulawesi Selatan.

san lahan

oleh kondisi

1. Kesejahteraan

2. Peningkatan
pendapatan

3. Tingkat
produktivitas
ckonomi
mengalami

peningkatan
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8 Mental/ Provinsi  Sulawesi Selatan | 1. Disintegrasi
Karakter pembangunan mental dan | 2. Terorisme
yang baik | budaya masyarakat penting | 3. Radikalisme
diikuti dilakukan untuk mendukung | 4. Kesenjangan
dengan nilai- | pembangunan  fisik  dan sosial dan
nilai keroha- | mengatasi permasalahan ckonomi
nian di dalam | sosial. Pembangunan karakter | 5. Konflik Sosial
kehidupan melalui  pendidikan  dalam berupa
masyarakat. masyarakat merupakan upaya diskriminatif

meningkatkan sikap mental
untuk meningkatkan nilaietis
diterapkan  dalamkehidupan
schari-har.

9 | Ketahanan Sumber pangan lokal di |1. Peningkatan
pangan meng- | (¥Avinsi  Sulawesi  Selatan sosial dan
alami pening- | antara lain padi, jagung, kede- ckonomi
katan lai, kacang tanah, kacang |2. Mengurangi

mu, ubi kayu, dan ubi jalar. Konflik Sosial
Tanaman pangan merupakan berupa

salah satu subsektor pertanian diskriminatif
yang dominan di Sulawesi |3. Mencegah
Selatan. Produksi padi dan terjadinya
jagung angkanya relatif stabil Disintegrasi
dan terus meningkat setiap

tahunnya, namun komoditas

lain  produksinya  belum

begitu besar.

10 | Pengemba- Kontribusi sektor pariwisata |1. Kesenjangan
ngan Pariwi- | terhadap perckonomian Pro- ckonomi
sata belum vinsi Sulawesi Selatan masih |2. Disintegrasi
meningkat rendah dibandingkan dengan antar daerah
secara signi- | potensi pariwisata yang di- |3. Berkurangnya
fikan. milikinya. Wisatawan asing pendapatan
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maupun domestik yang ber- daerah
kunjung ke Sulawesi Selatan
belum begitu besar. Jumlah
wisatawan yang berkunjung
ketempat wisata di Sulawesi
Selatan meningkat setiap
tahunnya walaupun peningka-
tan jumlah kunjungan ter-
sebut dianggap tidak signifi-

kan.

Sumber:

Data diolah berdasarkan RPIJMD Provinsi Sulawesi
Selatan, 2017.
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Bab 4
Spektrum Strategis Geopolitik

A. Dimensi Strategis

Sifat konflik sesudah berakhirnya perang dingin dan
perubahan transformasi sistem intemasional membuat dunia secara
makro nampak dalam kondisi aman. Kondisi tersebut membuat
banyak negara melakukan perlindungan terhadap kepentingan ke-
amanan nasionalnya secara menyeluruh. Dalam hal ini, kekuatan
militer memainkan peranan penting sebagai instrumen politik
kepentingan nasional (Plotnikov, 1996). Selanjutnya kekuatan mili-
ter tidak hanya berbicara mengenai postur militer saja, namun faktor
gelar pasukan, persiapan, dan operasionalisasi yang dipengaruhi
oleh kondisi strategi (Davis, ef all, 1996). R.S Cline (dalam Bakrie,
2007) menjelaskan bahwasanya power sebuah negara tidak hanya
dibentuk oleh kekuatan ekonomi, strategi, sasaran, dan critical
mass, taktor militer juga turut memainkan peranannya.

Sebagai instrumen politik dalam mencapai kepentingan na-
sional, kekuatan militer tidak harus bersifat superior, namun secara
strategis dapat beradaptasi dengan lingkungan internasional dan
militer yang terus mengalami perubahan secara dinamis (Davis, et
all. 1996). Kekuatan militer sebagai bagian dari postur pertahanan
adalah sebuah kapasitas negara yang secara politik memengaruhi
negara lain atau sistem dalam hubungan internasional (Plotnikov,
1996). Implikasi militer akan memberikan pengaruh direct military
violence dan inderect military violence yang menentukan fungsi
militer dalam membentuk keseimbangan kekuatan, mengatur ke-

stabilan situasi pada level lokal dan regional, sebagai alat political
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pressure, serta memberikan perlawan terhadap agresor. Oleh sebab
itu, kekuatan militer dapat dilihat sebagai jaminan terhadap kemer-
dekaan sebuah bangsa, memberikan pilihan dalam sebuah kebijakan
politik, serta berfungsi sebagai pilihan tepat untuk menangkal an-
caman militer, bilamana situasi mengarah pada terjadinya konflik.
Selain dari pada itu, kekuatan militer juga berfungsi untuk me-
ningkatkan kapabilitas negara dalam mencapai tujuan-tujuan politik
dan kepentingan geopolitiknya.

Kondisi nyatapengembangan postur pertahanan yang dipe-
ngaruhi oleh cara pandang doktrin pertahanan tidak hanya me-
refleksi bentuk kepemimpinan politisi sipil, militer, juga mencakup
tata gelar kekuatan pertahanan dan pemahaman lingkungan stratgeis
kepentingan nasional (Wulan, 2008). Pada kenyataannya, doktrin
pertahanan TNI AD masih menganut strategi defensif aktif vang pe-
nekanannya pada usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedau-
latan, serta kepentingan nasional vang hanva berdasarkan pada
tindakan preventif aktif dan represif. Karakter pertahanan Indonesia
yang masih bersifat inward-looking hanya menekankan pada
ancaman-ancaman vang bersifat internal bagi kedaulatan, keutuhan
teritorial, serta keselamatan bangsa dan negara daripada ancaman-
ancaman eksternal, seperti persaingan dengan negara Singapura dan
Malaysia di Asia Tenggara dalam persepsi tipologi ancaman ke-
amanan nasional (Widjoyanto, 2008).

Secara normatif, tidak adanya perubahan doktrin pertahanan
Indonesia akan memberikan pengaruh tingkat operasional postur
pertahanan. Kondisi ini akan menciptakan postur pertahanan yang
tidak bisa bertahan dalam menjalankan fungsi pertahanannya se-
bagai alat negara dalam menghadapi ancaman eksternal dan dalam
menopang peran Indonesia dalam sistem internasional. Pembangu-

nan postur pertahanan bertujuan sebagai upaya untuk memper-
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tahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan kesela-
matan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap ke-
utuhan bangsa dan negara. Oleh karena itu, upaya tersebut dapat
dilaksanakan dengan melakukan pengembangan postur pertahanan
yang diarahkan kepada doktrin pertahanan. Doktrin pertahanan
yang dimaksud adalah sebuah negara merupakan elemen dasar
dalam sebuah negara yang mengembangkan kekuatan, kemampuan,
dan gelar hingga strategi pertahanan vang bertujuan untuk meref-
leksikan dan menghadapi perubahan atmosfer lingkungan strategi-
nya. Paradigma doktrin pertahanan akan memengaruhi pengem-
bangan postur pertahanan yang disesuaikan dan ditujukan untuk
mengahadapi ancaman dan persaingan dilingkungan strategis me-
rupakan sebuah langkah balancing atau strategi sebuah negara
untuk mendukung kebijakan luar negeri dan menciptakan stratetegi
pertahanan.

Lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara tidak ter-
lepas dar pengaruh global. Adanya manifestasi teror yang dialami
oleh Negara Adikuasa Amerika Serikat pada 11 September 2001
dengan maksud untuk memporak-porandakan masyarakat juga men-
dapat reaksi keras di Asia Tenggara. Gejala 11 September 2001 ter-
sebut menyadarkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara bah-
wasanya terorisme merupakan ancaman besar bagi mereka
(Luhulima, 2003). Oleh sebab itu, maka terorisme menjadi ancaman
keamanan dan stabilitas regional yang jauh lebih sulit untuk di-
tebak, karena sifatnya yang tidak terbentuk (amorphous), serta tidak
mengakui batas-batas negara dan kedaulatan operasinya. Dalam
lingkup yang lebih luas perubahan tersebut nampak pada agenda
keamanan global yang mengarahkan perhatian dunia pada ancaman
terorisme bentuk baru (new terorrism). Perubahan tersebut juga

terkait dengan Asia Tenggara sebagai kawasan yang diidentifikasi-
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kan sebagai daerah yang paling tidak aman di dunia (among world's
most troubled areas) yang disebabkan munculnya gerakan yang
mengatasnamakan Islam yang banvak dikaitkan dengan jaringan
Al-Qaeda. Selain itu juga terdapat faktor-faktor yang memengaruhi
keamanan Asia Tenggara, seperti misalnya adanya kekayaan
sumber laut dan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan keamanan
maritim yang menjadi fokus perhatian utama dari Angkatan Laut
untuk mengatasi berbagai macam ancaman kedaulatan nasional
yang berasal dari faktor ekstemmal, seperti persoalan bajak laut, pe-
nyelundupan senjata, masalah narkoba, sampai pada kasus imigran
gelap. Oleh karena itu, dalam konteks keamanan regional di
kawasan Asia Tenggara, sejumlah isu keamanan masih mewarnai
kawasan ini, seperti konflik yang mengklaim masalah teritorial,
keamanan jalur pelayaran dan pmangan, terorisme, perompakan,
bajak laut, dan penyelundupan (Direktorat Jenderal Strategi Perta-
hanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, 2008).

Keberadaan tingkat keamanan sebagai hasil dari lingkungan
strategis yvang telah mengalami banyak perubahan sebagai hasil dari
perubahan dinamika politik, sepertinya tidak berjalan searah dengan
mengacu pembangunan postur pertahanan di Indonesia. Pada ke-
nyataannya, ketika lingkungan strategis mengalami perubahan, pe-
ngembangan postur pertahanan Indonesia justru belum merespon
perubahan tersebut, khususnya pada periode pasca kejadian 9/11.
Kondisi nyata postur TNI sudah sesuai dengan target lima tahunan
(tahun 2000-2005) dengan jumlah 363.191 prajurit, namun pe-
menuhan materiil dan alutsista belum sepenuhnya terpenum

Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa
implikasi baik positif maupun negatif pada sisi lain secara ber-
samaan, yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi

perkembangan nasional. Implikasi positif membawa mantfaat dalam
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mendukunm'ta—cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional,
sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi
ancaman bagi kelangsungan hidup negara. Situasi dan kecende-
rungan lingkungan strategis pada awal abad 21 sangat jauh berbeda
bila dibandingkan dengan periode satu dekade terakhir dalam abad
20.

Situasi politik internasional saat ini, selain masih diwarnai
oleh berbagai permasalahan yvang belum berhasil diatasi, dan se-
makin bertambah kompleks dengan hadirnya serangkaian masalah
baru. Disamping itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin
sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan
semakin menjadi corak dominan. Di namika politik dan keamanan
internasional semakin intens karena dibawah pengaruh fenomena
globalisasi dan berbagai implikasinya, negara-negara di dunia di-
tuntut untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain persaingan
antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin
meningkat. Interdependensi antarnegara semakin menguat, tetapi
pada saat yang bersamaan kesenjangan power ekonomi dan militer
semakin melebar karena agenda dan isu internasional masih
dominan dipengaruhi oleh agenda dan kebijakan negara-negara
maju. Akibatnya negara-negara berkembang yang memiliki sumber
daya terbatas, harus lebih hati-hati mengatasi permasalahan yang
dihadapi, lebih aktif memperkuat ketahanan nasional di berbagai
bidang dan lebih baik dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian
yang diperlukan dalam melindungi kepentingan-kepentingan nasio-
nalnya. Untuk itu, melakukan telaahan dan prediksi kecenderungan
(analisa) lingkungan strategis global dan regional, bersifat funda-
mental bagi proses perumusan kebijakan nasional dalam berbagai

bidang.
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B. Spektrum Geopolitik Global

Secara mendasar, isu maupun fenomena global vang akan

terus mewarnai, memengaruhi, dan memberi dampak terhadap ling-

kungan strategis saat ini adalah:

1.

Fluktuasi harga minyak dunia. Di tengah-tengah kondisi se-
makin terbatasnya cadangan minyak dunia, dihadapkan dengan
semakin tingginya kebutuhan akan sumber daya strategis ter-
sebut, kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia tidak
akan dapat dihindari. Oleh sebab itu, ke depan diharapkan ada-
nya upaya kerjasama menstabilkan harga semakin besar, upava
mengurangi ketergantungan pada sumberdaya minyak dan gas
bumi semakin meningkat, individualisme mengamankan sum-
ber daya strategis semakin intens.

Perubahan Iklim. Tanda-tanda perubahan iklim akibat dampak
pemanasan global telah mulai terlihat. Walaupun kesadaran in-
ternasional meningkat tetap komitmen menerima tanggung
jawab masih rendah, seiring dengan masih lemahnya instrumen
kerjasama dan pengawasan. Oleh sebab itu, diharapkan ke
depannya upaya kerjasama untuk mengurangi laju dan me-
mitigasi dampak pemanasan global semakin meningkat, tetapi
secara bersamaan jalannya pembangunan negara berkembang
menjadi terbatas.

Krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami negara-negara
maju membawa dampak vang tidak dapat dihindari bagi negara-
negara berkembang. Interkoneksi perekonomian internasional
menyebabkan krisis ekonomi semakin rawan terjadi. Oleh
sebab itu, maka diharapkan dapat menguatnya transparansi dan
pengawasan ekonomi dan keuangan internasional pada saat

yang bersamaan.
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4. Dominasi negara-negara maju. Perkembangan dunia masih
banyak dipengaruhi oleh kebijakan negara-negara major powers
dalam mengamankan kepentingan nasional masing-masing ke-
pentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik untuk jangka
pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu, maka di-
harapkan dinamika politik dan keamanan internasional, masih
bergantung pada keseriusan negara-negara besar dalam me-
melihara perdamaian dan stabilitas internasional, dan meng-
urangi adventurisme politik luar negeri vang mendorong in-
stabilitas dan gejolak di berbagai kawasan. Upaya reformasi dan
restrukturisasi PBB semakin intens karena merupakan kepen-
tingan mendesak dalam menjamin keadilan dan kepentingan
negara-negara tersebut yang berkembang, tetapi akan banyak
bergantung pada kesediaan dan komitmen negara-negara besar
dalam mengurangi kekuasaannya dalam organisasi internasio-
nal. Meningkatnya upaya peningkatan kekuatan militer oleh se-
luruh negara di dunia dalam rangka menjamin kelangsungan
hidup denganmemperkuat kemampuan daya tangkal mengha-
dapi ancaman tradisional dan nontradisional.

5. Perubahan kekuatan dunia. Siklus petakekuatan dunia selalu
mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan melemah-
nya kedigdayaan ekonomi AS, meningkatnya kekuatan eko-
nomi dan militer Cina dan India, serta menguatnya /everage
Rusia, perimbangan konstelasi global tengah terjadi. Oleh sebab
itu, maka diharapkan persaingan mempertahankan pengaruh
global dan regional semakin mengemuka antara negara-negara
besar, sehingga adaptasi terhadap pergeseran kutub interaksi
internasional semakin penting, terutama bagi negara-negara ber-

kembang.
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C. Spektrum Geopolitik Regional

l.

Kawasan Amerika. Dukungan publik AS terhadap kebijakan
pemerintah Bush di Irak semakin menurun yang terefleksikan
dari besarnya atensi publik AS terhadap calon-calon kandidat
Presiden dari Partai Demokrat. Dari kecenderungan publik ter-
sebut, calon kandidat dari Partai Demokrat berkesempatan me-
menangkan kursi Presiden AS tahun 2008, khususnya Barack
Obama Demokrat (Senator Illinois) dan Hillary Clinton
(Senator New York). Dalam Pemilu 2008, AS akan memiliki
Presiden baru. Kemungkinan pergantian partai penguasa dari
Partai Republik ke Partai Demokrat tidak berarti adanya per-
ubahan fundamental dalam kebijakan luar negeri AS, karena
nilai-nilai dan landasan kebijakan AS tidak berubah yakni ter-
pusat pada Demokrasi dan HAM. Namun demikian, potensi
kebijakan luar negeri AS yang lebih moderat, mengedepankan
multilateralisme dan memfokuskan pada pembangunan kerja
sama antarnegara yang lebih erat terbuka lebar, termasuk ter-
hadap Indonesia. Seiring dengan menurunnya kedigdayaan AS,
pengaruh negara tersebut di kawasan Amerika Latin mendapat
tantangan dari perkembangan menguatnya kebangkitan sosial-
isme diantara negara-negara Amerika Latin yang menempatkan
diri sebagai sebagai kekuatan yang anti-sistem pasar dan anti-
kapitalisme.

Kawasan Eropa. Tahun 2007 menandai peningkatan peran dan
pengaruh Rusia dalam dinamika ekonomi, politik dan ke-
amanan di kawasan. Meningkatnya penjualan energi gas bumi
yang sejalan dengan tingginya angka penjualan senjata kepada
berbagai negara, telah mendorong membaiknya kinerja eko-
nomi Rusia. Ditambah dengan stabilitas Eropa terhadap peran
politik dan pengaruh Rusia meningkat signifikan. Keter-
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gantungan negara-negara Eropa terhadap pasokan gas Rusia
telah memberi negara tersebut /everage politik dalam menjamin
kepentingan nasionalnya. Meningkatnya dorongan adventur-
isme Rusia terlihat dari tindakan penghentian pasokan gas ke
negara Ukraina yang kemudian memberikan pengaruh ke
negara-negara Eropa, penarikan diri dari pasukan Perjanjian
Pasukan Konvensional di Eropa (Treaty of Conventional Force
in Ewrope/CFE) menyusul program penggelaran pertahanan
rudal di kawasan Eropa (Polandia dan Ceko), dan upaya
peningkatan menjadi Shanghai Cooperations Organization
(SCO) sebagai kekuatan pesaing AS dan negara-negara sekutu-
nya. Dengan kecenderungan, maka peran internasional tampak-
nya Rusia akan meningkat, dan negara tersebut akan lebih
berani mengambil tindakan-tindakan dalam rangka menjamin
kepentingan nasionalnya. Dalam konteks internasional, peta ke-
kuatan dunia akan mengalami perubahan dan Rusia dapat men-
jadi kutub baru kekuatan dunia.

Provinsi Kosovo untuk memisahkan dir1 dari Serbia, me-
rupakan isu sensitif yang kini berkembang di kawasan Eropa.
Hal ini negara-negara sekitar antara negara-negara Kkarena
terdapat kekhawatiran kesalahan penanganan masalah Kosovo
akan menyebabkan negara tersebut kembali mengalami konflik,
dan berpengaruh pada negara-negara sekitar. Perbedaan sikap
pemegang hak veto untuk sementara menyebabkan masalah ini
sedikit tertahan, akan tetapi benturan kepentingan menjadi se-
makin sulit terhindari, khususnya Rusia yang menentang keras
rencana ini. Pemberian dukungan kemerdekaan dapat menjadi
suatu preseden internasional. Untuk itu, penting mengamati
latar belakang Uni Eropa sebagai salah satu kekuatan global ter-

hadap isu ini. Campur tangan internasional terhadap masalah
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domestik Serbia, dapat meluas pada negara-negara lain dan
menjadi suatu presenden internasional yang berdampak ter-
hadap negara-negara yang menghadapi masalah separatisme,
seperti Rusia, Thailand, Filipina, dan Indonesia.
Kawasan Afrika. Penanganan konflik di Sudan, baik konflik
Utara-Selatan dan konflik Darfur, memasuki tahap krusial pada
tahun 2007 dengan dimulainya rangkaian perundingan per-
damaian antara pihak pasukan UA Afrika dalam rangka peme-
liharaan perdamaian. Namun demikian, masih mengemuka se-
jumlah kendala yang bila tidak diatasi dengan baik akan ber-
akibat pada munculnya hambatan ataupun kegagalan tercapai-
nya perdamaian vang diupayakan UA dan PBB. Perkembangan
politik dan keamanan di kawasan Afrika pada tahun 2008,
masih akan banyak diwarnai dengan masalah demokrasi dan
HAM, khususnya dalam proses pergantian rezim kepemimpi-
nan. Kecenderungan hadimya kekerasan dalam politik di Afrika
masih cukup kuat, sechingga rawan terjadi gejolak-gejolak yang
dapat mengakibatkan jatuhnya korban sipil yang cukup banyak.
Kawasan Asia
Asia Timur

Perkembangan konflik Cina-Taiwan pada tahun 2007
tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. AS tetap berada di
belakang Taiwan, dalam arti akan terus memenuhi kepentingan
Taiwan untuk membangun kekuatan militernya. Namun demi-
kian, AS tetap mendukung status guo saat ini, dimana Taiwan
dan Cina tidak terlibat dalam peperangan.

Tetapi perkembangan menghangat kembali dengan ada-
nya kasus mendaratnya pesawat Presiden Taiwan di Alaska dan
adanya rencana referendum di Taiwan. Pelaksanaan referendum

akan menyebabkan situasi keamanan internasional berada da-
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b)

lam ketegangan yang berkepanjangan. Jepang telah mengambil
langkah-langkah modernisasi pertahanan dalam rangka meng-
antisipasi perkembangan situasi keamanan di Asia Timur,
khususnya terkait pembangunan kekuatan militer Cina, nuklir
Korea Utara dan ancaman terorisme. Selain mengubah status
Japan Defense Agency menjadi departemen. Jepang melakukan
penyederhanaan struktur kekuatan pertahanan menjadi a multi-

functional, flexible and effective force yang siap menghadapi

ancaman senjata nuklir, kimia dan biologi. Jepang juga me-
ningkatkan anggaran pertahanan yang secara tegas dinyatakan
oleh Departemen Pertahanan Jepang sebagai upaya meng-
imbangi modernisasi persenjataan Cina dan Korea Selatan.
Dalam kecenderungan potensi terganggunya status quo dalam
konflik Cina-Taiwan dan meningkatkan perlombaan senjata di
kawasan Asia Timur, respons Cina akan menentukan dinamika
politik dan keamanan regional ke depan.
Asia Selatan

Pengaruh India di kawasan Asia Selatan meningkat se-
iring dengan kemajuan ekonomi dan keberhasilan pembangu-
nan militer negara tersebut dalam 5 tahun terakhir. Pengaruh
India memungkinkan negara tersebut berupaya meningkatkan
posisi tawar khususnya terhadap Pakistan dan Cina. Disisi lain,
kondisi Pakistan tetap diwarnai oleh gejolak politik dan ke-
amanan yang menyebabkan pemerintah Pakistan lebih banyak
memfokuskan pada masalah dalam negeri, dibandingkan meng-
khawatirkan masalah India. Menguatnya India sebagai kekuatan
regional menyebabkan arah kebijakan India pada masa men-
datang dicermati, terutama berkaitan dengan kedekatannya dan

posisi yang bersaingan dengan Cina.
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c)

d)

Asia Barat

Perkembangan politik dan keamanan di Irak belum juga
memperlihatkan kemajuan. Aksi-aksi kekerasan yang kini ber-
dimensi perang saudara semakin menguat. Kehadiran AS
dengan proyek demokrasinya, dianggap tidak banyak kemajuan
membawa bagi penduduk Irak, bahkan sebaliknya menjadi pe-
micu kekerasan antar sekte, Syiah, dan kelompoknnya. Kon-
ferensi Annapolis membawa harapan besar terhadap penyele-
salan konflik Israel-Palestina. Hasil dari konferensi ini cukup
menggembirakan kedua pihak yvang berkonflik mencapai kese-
pakatan untuk memulai kembali perundingan damai yang telah
lama terhenti, sebelum akhir tahun 2008. Namun demikian,
kalangan garis keras di Palestina maupun Israel kemungkinan
akan menghambat tercapainya kesepakatan yang dapat diterima
semua pihak.

Presiden Ahmadinejad secara konsisten menyatakan
bahwa Iran mendapat sanksi dari DK PBB ataupun ancaman
lain dari negara-negara Barat. Laporan 16 badan intelijen
Amerika Serikat dalam National Intellicence Estimate menjadi
modal untuk digunakan untuk menyerang kebijakan Presiden
Bush. Dalam kondisi ketiadaan kepastian jaminan pasokan dari
Barat, Iran tampaknya akan tetap berupaya mencapai ke-
inginannya dalam rangka meningkatkan rasa keamanan dan
leverage di tengah-tengah tekanan negara-negara Barat.

Asia Tenggara

Kontroversi perjanjian ekstradisi dan pertahanan
Indonesia-Singapura kerjasama berdampak pada terganggunya
hubungan masih berlangsung. Permasalahan ini telah ber-
dampak pada terganggunya hubungan Indonesia-Singapura.
Percobaan dikudeta kembali terjadi Filipina pada tahun 2007.
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Namun penanganan cepat, tegasdan sigap menyebabkan upaya
inskonstitusional tersebut mengalami kegagalan. Perkembangan
demokrasi di Thailand disepakatinya konstitusi baru. Akan
tetapi, kelangsungan menunjukkan kemajuan dengan demokrasi
di Thailand masih rawan terhadap perebutan kekuasaan antara
sipil dan militer. Isu demokratisasi dan peristiwa kekerasan ber-
darah di Myanmar telah menyebabkan negara tersebut dan
negara-negara ASEAN menjadi pusat perhatian kalangan
masyarakat internasional.

Tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk melanjut-
kan arus demokratisasi semakit menguat. Kerusuhan Malaysia
pada tahun 2007 akibat menguatnya tuntutan dari kaum mino-
ritas keturunan Cina dan India atas diskriminasi dan pe-
langgaran HAM vang dilakukan oleh pemerintah Malaysia
sempat menggoyahkan stabilitas politik negara tersebut. Bagi
Malaysia, bila tidak tertangani, maka perkembangan ini akan
mengarah pada reformasi di negara tersebut. Dalam konteks
stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan bersumber
pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan per-
dagangan, terorisme, dan masih mewarnai kawasan ini, seperti
konflik yang perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Pem-
bangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan
dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan.
Namun demikian, permasalahan ini menyebabkan setiap negara
berupaya melakukan kekuatan militer untuk mencegah ancaman
dan membangun daya tangkal.

5. Kawasan Australia. Secara umum perkembangan Australia pada
tahun 2007 adalah langkah peningkatan kemampuan militer dan
ekonomi yang cukup berarti. Namun demikian, per-gantian

kepemimpinan di negara tersebut menjadi isu penting yang
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menjadi faktor krusial bagi interaksi Australia dalam per-
masalahan global dan regional. Kemenangan Partai Buruh
Australia, di bawah kepemimpinan Kevin Ruud, telah me-
nimbulkan harapan baru bagi hubungan baik Indonesia dengan
Australia.

Adanya perubahan kepemimpinan, tidak serta merta ber-
arti Australia akan melepaskan semua pengaruh besar AS. Pada
prinsipnya, bentuk dan kecenderungan hubungan Indonesia dan
Australia pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh tingkat
keberhasilan memperbaiki kualitas hubungan kedua negara
pada masa pemerintahan Australia yang baru ini. Berarti
Australia akan melepaskan semua pengaruh besar AS. Pada
prinsipnya, bentuk dan kecenderungan hubungan Indonesia dan
Australia pada masa mendatang akan dipengaruhi oleh tingkat
keberhasilan memperbaiki kualitas hubungan kedua negara

pada masa pemerintahan Australia yang baru ini.

. Spektrum Geopolitik Nasional

Ideologi. Penurunan kesadaran masyarakat tentang Pancasila
dan bahaya laten ideologi oleh kelompok kiri, seperti dengan
memutar balikkan fakta-fakta peristiwa G30S/PKI, membentuk
partai politik, seperti Partai Persatuan Nasional (Papernas),
ataupun menyusup menjadi anggota Partai Politik lainnya untuk
menjadi anggota DPR maupun DPRD. Hal ini dimungkinkan
Konstitusi mencabut pasal Pemilu No. 12 tentang Eks Tapol/
Napol PKI dapat menjadi calon legislatif dalam pemilu. Hal ini
tentunya akan memberikan keleluasaan lebih luas untuk me-
mengaruhi sikap politik parlemen dalam upayanya merealisasi-
kan tujuan politiknya. Penurunan kesadaran tentang Pancasila

juga terlihat dari digulirnya wacana penerapan Syariat Islam
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dan sistem pemerintahan Islam di Indonesia. Hal ini paling
tidak dapat dilihat dengan adanya kegiatan kelompok ini yang
cukup menonjol, seperti adanya wacana calon presiden inde-
penden, penvelenggaraan konferensi Khilafah Internasional
yvang dilakukan oleh Hisbuth Tahrir Indonesia (HTI). Perkem-
bangan ini perlu terus dicermati, sehingga tidak berkembang
luas yang pada akhirnya memengaruhi sendi-sendi kehidupan
nasional.

2. Politik. Dinamika perkembangan politik lokal nasional berjalan
sangat kondusif vang secara tidak langsung menunjukkan
bahwa tingkat kesadaran masyarakat akanhak-hak politiknya
cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam per-
kembangan lain, tuntutan pemekaran daerah, konflik antar
kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah dalam mem-
perebutkan wilayah vang kerapkali berujung pada aksi-kasi ke-
kerasan masih mewanai dinamika politik lokal. Aktivitas partai-
partai politik, baik partai baru maupun lama menghadapi
Pemilu 2009 mulai menghangat. Mendekatnya Pemilu, banyak
partai-partai walaupun semuanya belum RUU Politik. Selain
melakukan konsolidasi internal partai, perkembangan menarik
dari hubungan antar partai ini adalah munculnya pertemuan-
pertemuan antar partai, baik partai besar maupun partai-partai
menengah dan kecil. Sementara di tingkat daerah, hubungan
antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam
Pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik, adanya pertemuan
dan koalisi antar partai cukup positif, karena akan dapat saling
memberikan pemahaman.

3. Ekonomi Sosial dan Budaya. Berbagai langkah kebijakan telah
dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi. Namun dalam meningkatkan kinerja perekonomian,
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berbagai kendala-kendala yvang masih dihadapi oleh pemerintah
baik menyangkut kompetitifnya produk, rumitnya birokrasi,
jaminan hukum dan keamanan hingga faktor-faktor eksternal
lainnya, seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak
dunia. Produk Indonesia masih menghadapi kendala di pasar
internasional, dimana, produk-produk pertumbuhan ekonomi.
Namun, dalam Indonesia seringkali dihadapkan pada hambatan
yang berkenaan dengan tarif hingga tuduhan dumping.
Hambatan-hambatan vang dihadapi pemerintah dalam
meningkatkan kinerja perekonomian negara masih mengemuka,
seperti fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan
tingginya harga minyakdunia vang diperkirakan dapat mencapai
100 dolar AS per barrel. Jika hal ini tidak dapat diatasi, maka
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah membutuh-
kan terobosan baru untuk dapat membawa kemajuan signifikan.
Secara umum kondisi perkembangan sosial budaya di
masyarakat terus membaik, dibandingkan tahun-tahun sebelum-
nya. Aksi unjuk rasa masyarakat cenderung terus menurun.
Meskipun demikian masih tingginya angka pengangguran, per-
masalahan buruhyvang memicu terjadinya aksi unjuk rasa dana
danya konflik antar masyarakat, baik disebabkan karena per-
bedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lain yang me-
micu terjadinya tindak kekerasan, seperti masalah tanah dan
SARA, masih menjadi permasalahan vang perlu terus diupaya-
kan penyelesaiannya.
Penegakan Hukum. Situasi keamanan dalam negeri tampak
terus semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan pe-
nanganan terorisme dan semakin kondusifnya daerah-daerah
yang selama ini rentan terhadap berbagai gejolak konflik. Ke-

majuan yang menonjol adalah penangkapan Abu Dujana dan
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tokoh-tokoh pelaku teror lainnya di sejumlah kota. Disamping
itu masih adanya gejala radikalisme di tanah air, mengindikasi-
kan masih besamya potensi ancaman terorisme. Dalam pe-
nyelesaian permasalahan perbatasan dengan negara-negara
tetangga relatif belum mengalami kemajuan berarti. Wilayah-
wilayah perbatasan Indonesia masih diwarnai oleh sejumlah
masalah yang belum tertangani, seperti di perbatasan darat RI-
Malaysia.

Aktivitas kegiatan transnasional, seperti penyelundupan
barang dan senjata, drugs and human trafficking, illegal
logging, illegalfishing juga masih cukup menonjol. Walaupun
pemerintah telah berupaya melakukan berbagai cara, termasuk
dengan menggelar operasi keamanan, tetapi aktivitas illegal ter-
sebut masih cukup tinggi. Bencana alam tetap sering terjadi
sepanjang tahun 2007. Penanganan parakorban dan pembangu-
nan kembali sejumlah wilayah yang terkena bencana alam me-
rupakan prioritas pemerintah, termasuk dengan memperbaiki
manajemen penanganan bencana di tanah air.

Pada aspek ancaman yang meliputi perkembangan secara in-
ternasional, regional, dan nasional termasuk dalam lingkup lokal,
maka dapat diidentifikasi dan dianalisis beberapa indikasi ancaman
dari masing-masing perkembangan tersebut baik secara int@—
sional, regional dan nasional yang selanjutnya dapat dilihat pada
tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Ancaman berdasarkan perkembangan internasional,

regional dan nasional

Wilayah
No Ancaman Aspek Ancaman
Perkembangan
Proxy war Teknologi dan
Keselematan
Umum
Ketidakpastian Ekonomi
Nilai Tukar
, Krisis Ekonomi Ekonomi
: Internasional Krisis Pangan Keselamatan
Umum
Cyber Terorisme | Teknologi
Radikalisme ldeologi
Terorisme Keselamatan
Umum
llegal Fishing Ekonomi
Ancaman Politik
Perbatasan
, Regional Penetrasi Asing Politik
di Wilayah
Kedaulatan dan
Pemilihan
Kepala Daerah
Separatisme Politik
i Radikalisme Ideologi
3 Nasional
Terorisme Keselamatan
Umum
Konflik Sosial Keselamatan
Umum
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Wilayah
Perkembangan

No

Ancaman

Aspek Ancaman

Pornografi dan
Putus sekolah

Sosial Budaya

Kelangkaan Air
Bersih

Ekonomi

Kesenjangan
Penduduk Kaya,
Miskin dan
pengangguran

Ekonomi

Human
Trafficking,
lllegal Fishing,
dan Penyelun-

dupan Barang

Hukum

Sumber: Diolah berdasarkan data primer dan sekunder, 2017
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Bab 5
Penutup

A. Kesimpulan

Pembahasan ini dijelaskan beberapa sub bab inti dari seluruh
kajian ini yang merupakan jawaban dari rumusan penelitian dan
juga tujuan penelitian. Subbab pertama dalam bab ini perihal opti-
malisasi sinergitas atau regulasi pembangunan daerah di Provinsi
Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam
rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, penjelasan
dalam smab ini adalah terkait dengan relevansi berbagai ke-
bijakan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-
undangan vang menjadi landasan filosofis pemerintah daerah
dalam melakukan pembangunan daerah, meliputi globalisasi dan
kemajuan informasi dan teknologi, peran perguruan tinggi dalam
rangka pemberdayvaan wilayah pertahanan, Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan
Nasional dan juga sebagai simpul akselerasi kesejahteraan.

Subbab selanjutnya adalah penjelasan mengenai optimalisasi
strategi pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan guna
menghadapi ancaman nonmiliter dalam rangka mendukung penye-
lenggaraan pertahanan negara. Pada bagian sub bab ini merupakan
penjelasan yang berisi tentang koneksivitas transportasi laut dengan
pembangunan poros maritim. Kondisi tersebut menjadi pokok
utama dalam melakukan percepatan pembangunan di daerah khu-
susnya untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi laut. Di
samping itu juga dapat mencegah maraknya praktik illegal fishing,

masuknya peredaran barang-barang selundupan, obat-obat terlarang
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dan zat aditif lainnya, senjata illegal, dan lain sebagainya yang ber-

dampak terhadap sistem keamanan nasional.

Subbab selanjutnya adalah terkait dengan faktor-faktor yang
memengaruhi Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan
guna menghadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung
penvelenggaraan pertahanan negara. Dalam pembahasan bab ini di-
uraikan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan daerah
adalah ancaman Nonmiliter yang meliputi ancaman berdimensi
ideologi, berdimensi politik, berdimensi sosial dan budaya, ber-
dimensi teknologi informasi, berdimensi keselamatan umum, dan
berdimensi penegakan hukum. Uraian ini dimaksudkan agar peme-
rintah Provinsi Sulawesi Selatan hendaknya melakukan introspeksi
terhadap berbagai faktor pendukung dan penghambat pembangunan
daerah.

l. Ancaman berdimensi ideologi. Ancaman berbasis ideologi ini
bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan (liberal-
isme) sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi
bangsa. Upaya dalam menghadapi atau menangkal ancaman ini
adalah dengan kebijakan serta langkah-langkah politik yang
tepat serta intensif dalam mencegah meluasnya pengaruh ideo-
logi lain terhadap ideologi Pancasila, serta konsep penanganan-
nya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan simpul per-
tumbuhan di Wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, di-
mensi ideologi yang terjadi pada setiap kabupaten/kota yang
berada di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berdampak negatif.
Hal ini disebabkan pola pendidikan yang terjadi di setiap
kabupaten/kota cenderung mengarah ke pendidikan formal dan
diikuti pendidikan informal yvang umumnya masyarakat men-

jadikannya sebagai alat kontrol untuk terhindar dari ideologi
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vang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi tersebut juga diikuti melalui peran perguruan
tinggi dalam menjaga keutuhan ideologi dalam kehidupan ber-
bangsa, sebagaimana vyang dikatakan oleh akademisi dari
Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Abrar Saleng,
S.H., M.H., melalui paparannya didepan tamu dan peserta
Seminar Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Daerah di lingku-
ngan Pendidﬁn Provinsi Sulawesi Selatan secara garis besar
mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negyryyang meru-
pakan ideologi Bangsa Indonesa. Selanjutnya Undang-undang
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dasar konsti-
tutional. Selain dari pada itu, peran Perguruan Tinggi saat ini
juga membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehi-
dupan berbangsa dan bernegara. Menyelenggarakan pendidikan
dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan melalui kuriku-
lum dan mata kuliah di masing-masing Perguruan Tinggi.
Selanjutnya melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk me-
majukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap
memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai agama, humaniora
dan persatuan bangsa.

Ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen
utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika
ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan,
bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat in-
ternasional mengintervensi suatu negara melalui politik seperti
contohnya Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, penanga-
nan lingkungan hidup, serta penvelenggaraan pemerintahan
yang bersih serta akuntabel. Dalam menghadapi ancaman non-

militer yang berdimensi politik, pertahanan nonmiliter di dalam
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bidang politik menjadi unsur serta kekuatan utama yang dibantu
oleh unsur nonmiliter yang lainnya, termasuk kekuatan dari
unsur pertahanan militer.

Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mengedepankan
azas akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan trans-
paransi ini seringkali didapati melalui perolehn prestasi yang
diraih setiap kabupaten'kota melalui program Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Sistem politik di Provinsi Sulawesi
Selatan juga berjalan demokratis dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, denmelakukan
pemilihan Kepala Daerah secara demokratis. Calon kepala
daerah yang ingin maju dalam pertarungan politik seringkali
dianggap cakap dan mumpuni untuk maju sebagai kontestan
kepala daerah. Pada tahun 2018 mendatang Provinsi Sulgssi
Selatan akan mengadakan pesta demokrasi pemilihan calon
gubernur dan calon wakil gubernur yang diharapkan oleh
masyarakat pemilihan ini berjalan dengan kondusif. Selanjutnya
pada tahun 2019 mendatang juga akan dilaksanakan pemilihan
calon anggota legislatif baik ditingkat kabupaten/kota hingga
tingkatan provinsi. Oleh sebab itu, peran dari Kementerian
Lembaga juga sangat diharapkan dalam rangka memantau
jalannya proses demokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Ancaman berdimensi ekonomi. Masih terdapatnya kesenjangan
ekonomi yang terjadi melalui pembagian kuadran [, II, III, dan
IV, meupakan adanya faktor keterbatasan dan hambatan yang
disebabkan masih terdapatnya daerah pedalaman dan wilayah
pesisir disebabkan akses sarana transportasi darat yang terbatas,
sehingga sulit untuk menjangkau. Disamping itu pula, rendah-
nya faktor sosial ekonomi yang disebabkan rendahnya sumber

daya manusia, penduduk masih bergantung kepada lapangan
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pekerjaan disektor formal (pegawal negeri sipil), sehingga
cenderung mengabaikan lapangan pekerjaan disektor non-
formal. Faktor urbanisasi vang tidak terkendali juga menjadi
penyebab terjadinya kesenjangan penduduk yang berada di
pinggiran kota, lahan pertanian mereka tergusur yang disebab-
kan pembangunan perkotaan merambah ke wilayah pinggiran
kota (hinterland). Pemerintah diharapkan serius dalam rangka
menyusun strategi untuk memetakan wilayah yang dianggap
sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi, guna mem-
berikan solusi melalui kebijakan pembangunan disetiap
kabupaten/kota untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Ancaman berdimensi sosial budaya. Pada dimensi sosial budaya
di Provnisi Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan kondusif
yang ditampilkan rendahnya angka perselisihan yang disebab-
kan oleh faktor perbedaan pemahaman terhadap sosial budaya.
Diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan juga salah satu
provinsi yang menjunjung tir‘m‘ toleransi antar kelompok dan
budaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini saran dari
akademisi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasa-
nuddin Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H., yakni ke-
ikutsertaan perguruan tinggi melalui keterlibatan mahasiswa.
Kegiatan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Daerah khu-
susnya pada lingkungan Pendidikan, adalah sangat penting di-
lakukan. Kegiatan ini adalah usaha sosialisasi tentang pember-
dayaan wilayah pertahanan yang dulu dikenal pertanahan dan
keamanan territorial di bawah komando territorial. Perguruan
tinggi, sebagai lembaga akademik yang membina dan mendidik
SDM masa depan, perlu diberi pemahaman pentingnya pember-

dayaan pertahanan di wilayah. Mahasiswa adalah potensi
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bangsa yang akan mengelola dan mengurus negara di masa
akan datang, harus diberikan wawasan kebangsaan agar me-
miliki jiwa nasionalisme tinggi dan tekad untuk menjaga ke-
utuhan NKRI. Kegiatan ini, harus diapresiasi dan disambut
baik, karena ini adalah bagian membangun masa depan bangsa
dari sektor pertahanan dan keamanan.

Peran perguruan tinggi di provinsi dalam pemberdayaan
wilayah pertahanan merupakan pilar utama pembangunan
wilayah vang berkelanjutan. Konsep dasamya adalah melalui
semangat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan wilayah
pertahanan, maka diharapkan generasi muda juga ikut andil dan
melibatkan diri sebagai generasi penerus dalam pembangunan
di masa mendatang. Pemberdayaan wilayah pertahanan di-
bangun melalui basis wawasan kebangsaan. Wawasan kebang-
saan ini dimaksudkan agar generasi muda menanamkan se-
mangat patriotisme dengan landasan Pancasila sebagai ideologi
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Bhineka
Tunggal Ika. Selanjutnya, peran dari Pendidikan Tinggi dengan
sembovan Tri Dharma yang meliputi aspek; pengajaran, pene-
litian dan pengabdian kepada masyarakat, senantiasa men-
dorong dan membantu pemerintah daerah dan pusat untuk me-
nyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar Kebangsaan
Indonesia. Kondisi tersebut didukung oleh pemberian peng-
ajaran melalui mata kuliah diantaranya; Pancasila, Kewarga-
negaraan, Agama, Bahasa Indonesia, Budaya Maritim/Pola
[lmiah Pokok (PIP), serta berbagai mata kuliah pendukung
lintas fakultas lainnya. (69

5. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Kota Makassar
merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang

mengaplikasikan program smart city atau dikenal sebagai kota
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cerdas. Smart City sebuah konsep kota cerdas/pi ntar yggae mem-
bantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola
sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan infor-
masi yang tepat kepada masvarakat/lembaga dalam melakukan
kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tidak ter-
duga sebelumnya. Namun demikian ada yang berbeda dari
pengaplikasian program smart city di Kota Makassar, karena di-
padukan dengan budava lokal warga Makassar yvang dikenal
dengan istilah sombere’ (bahasa makassar dikenal ramabh,
sopan, dan santun). Dampak positif yang diperoleh dipadukan
akan menciptakan nilai-nilai kearifan lokal yang bisa men-
sinergikan pikiran masyarakat dengan sistem informasi dan
pelayanan vang berbasis digital oleh pemerintah. Di dalam
program ini, para pelajar tidak perlu lagi membawa uang ke
sekolah, cukup menggunakan Smart Card Student para pelajar
bisa jajan di kantin sekolah. Dalam penggunaa transaksinya
para orangtua akan mendaftar sebagai anggota Smart Card
Student melalui pihak sekolah, nantinya pihak sekolah akan me-
laporkan aktivitas atau belanja anaknya di sekolah. Aplikasi
program smart city di Kota Makassar ini mendapat apresiasi
dari Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Ancaman berdimensi keselamatan umum

Dimensi keselamatan umum juga patut memiliki perhatian
khusus upava percepatan pembangunan di Provinsi Sulawesi
Selatan. Dimensi keselamatan umum bidang aksesibilitas trans-
portasi darat pengembangan jalan kolektor primer penghubung
Masambake perbatasan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi
Barat agar tersambung dengan jalan kolektor primer ke
Pelabuhan Belang belang yang akan meningkatkan aksesibilitas

transportasi darat Kawasan Andalan Palopo dan sekitamya ke
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ALKI-II di Selat Makassar; Pengembangan jalan kolektor dari
Makale ke perbatasan Kabupaten Mamasa agar tersambung
dengan Bandara Tampapadang dan Pelabuhan Belangbelang di
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agar pariwisata
budaya dan alam Tana Toraja dan Mamasa yang mempunyai
persamaan karakter dapat lebih berkembang secara sinergis.

Transportasi laut Provinsi Sulawesi Selatan meliputi
tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran sistem transportasi
laut meliputi pelabuhan regional/pengumpan primer berada
pada; Waruwaru dan Malili (Kabupaten Luwu Timur), Belopa
(Kabupaten Luwu), Pattirobajo (Kabupaten Bone), Awerange
(Kabupaten Barru), Galesong (Kabupaten Takalar), Jeneponto
(Kabupaten Jeneponto), Benteng dan Jampea (Kabupaten Ke-
pulauan Selayar) Bantaeng (Kabupaten Bantaeng). Sementara
untuk alur pelayaran kabupaten, meliputi Lepee (Kabupaten
Bulukumba) dan Bantaeng (Kabupaten Kepulauan Selayar).

Sistem jaringan transportasi udara provinsi Sulawesi Se-
latan meliputi kebandarudaraan dan jalur penerbangan. Sistem
tatanan kebandarudaraan, berupa Bandar udara bukan pusat pe-
nyebaran meliputi: Sorowako dan Malili di Kabupaten Luwu
Timur, Pongtiku di Kabupaten Tana Toraja, H. Aroepala Kabu-
paten Kepulauan Selayar, Seko, Rampi dan Andi Jemma di
Kabupaten Luwu Utara, Lagaligo-Bua Kabupaten Luwu, Bone
Kabupaten Bone, Bulukumba Kabupaten Bulukumba. Rute pe-
nerbangan di provinsi berupa jalur penerbangan regional me-
liputi: Sorowako-Makassar, Seko-Makassar, Pongtiku-Makas-
sar, Pongtiku-Mamuju, Aroepala-Makassar, Seko-Mamuju,
Seko-Palu, Rampi-Makassar, Rampi-Mamuju, Rampi-Palu,
Andi Jemma-Makassar, Lagaligo-Makassar, Bone-Makassar,
Bulukumba-Makassar.
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b) Selanjutnya untuk kawasan banjir di Provinsi Selatan berada

pada; (1) Allu, Topa, Tamalatea, Binamu, Arungkeke dan
Batang di Kabupaten Jeneponto; (2) Wilayah Maros Baru,
Marusu, dan Bantimurung di Kabupaten Maros; (3) Wilayah
Labakkang dan Bungoro di Kabupaten Pangkep; (4) Wilayah
Bissapu dan Kota Bantaeng diKabupaten Bantaeng; (5)
Wilayah Gangking, Ujung Bulu, Ujung Loe di Kabupaten Bulu-
kumba; (6) Wilayah Sinjai Timur dan Sinjai Utara di Kabupaten
Sinjai; (7) Wilayah Kajuara, Cina dan Sibulue di Kabupaten
Bone; (8) Wilayah Duampanua di Kabupaten Pinrang; (9)
Wilayah Baebunta dan Malangke Barat di Kabupaten Luwu;
dan (10) Wilayah Wotu dan Angkona di Kabupaten Luwu
Timur. Sementara itu, kawasan Rawan Gerakan Tanahatau
Longsor Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada; (1) Wilayah
Kelara dan Rumbia di Kabupaten Jeneponto; (2) Wilayah
Sinoa, Bulu Ere, Tompo Bulu dan Eremerasa di Kabupaten
Bantaeng; (3) Wilayah Rindang, Rialau Ale dan Bulukumpa di
Kabupaten Bulukumba; (4) Wilayah Sinjai Barat, Sinjai
Borong, Sinjai Selatan, Tellu Limpoe, Sinjai Tengah dan Bulu-
poddo di Kabupaten Sinjai; (5) Wilayah Buntucani, Kajuara di
Kabupaten Bone; dan (6) Wilayah Mangkutana dan Wosuponda
di Kabupaten Luwu Timur. Selain itu juga terdapat kawasan
yang memiliki Potensi Tsunami yang terdapat di sekitar pantai
wilayah Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kabupaten Bulu-
kumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bidang penyelundupan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki
potensi untuk masuknya penyelundup berada di pelabuhan Kota
Pare-pare. Jenis barang yang seringkali diselundupkan adalah
Narkoba. Pelabuhan di Kota Pare-pare ini diyakini memiliki

titik rawan untuk dapat diakses oleh para pelaku untuk mela-
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d)

kukan aksinya yang disebabkan rendahnya pengawasan dan
minimnya personel pengamanan yang ditempatkan di lokasi pe-
labuhan. Jumlah personel pengamanan tidak sebanding dengan
luasan wilayah kerja di pelabuhan Kota Pare-pare, sehingga
memudahkan para pelaku untuk melancarkan aksinya dengan
memanfaatkan setiap kelemahan yang ada dilokasi kejadian.
Selain penyeludupan barang jenis narkoba juga rentan dengan
aksi penyelundupan barang-barang elektronik vang dinilai ber-
asal dari pasar luar negeri. Maraknya aksi penyelundupan
barang elektronik ini dinilai karena masyarakat cenderung ber-
minat membeli barang dengan harga yang relatif murah dan di
bawah standar harga yang berlaku, sehingga kontribusi pasar
barang ini jelas. Disamping itu barang elektronik yang di-
datangkan dari luar negeri ini diyakini juga lebih disenangi oleh
masvarakat daripada produk dalam negeri. Selain dari pada itu,
dampak negatif yang diakibatkan adalah berpengaruhnya pada
stabilitas ekonomi regional hingga nasional dengan maraknya
aksi penvelundupan barang illegal.

Narkoba di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu
pangsa pasar yang segar bagi para bandar dan pengedar obat
terlarang narkoba. Dalam catatan kepolisian bahwa Pro-
vinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 10 besar dan ter-
banyak penyalahgunaan narkobanya di Indonesia. Kondisi ter-
sebut berada pada kategori darurat. Bilamana kondisi tersebut
tidak ditangani secara serius, maka berdampak kepada rusaknya
masa depan genarasi muda, terjadinya disparitas ekonomi yang
memerlukan biaya yvang tinggi dalam pengobatannya, dan me-
rusak tubuh serta Selsel jaringan saraf bagi para pemakai

narkoba.
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Dari aspek keamanan bagi pengkonsumsi narkoba cen-
derung untuk melakukan aksi-aksi nekad meskipun berten-
tangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang
ada di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap peredaran narkoba
yang kondisinya membahayakan, bahwa dari penjelasan Kepala
BNN bahwa, pangsa pasar Narkoba di Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan pasar yang menjadi rebutan, sehingga
langkah BNN dan jajaran Polda Sulawesi Selatan dengan me-
ningkatkan kualitas dan kuantitas personilnya di setiap lokasi
yang dianggap sebagai titik peredaran narkoba. Oleh sebab itu,
saran dari Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan agar me-
nambah jumlah personel untuk menutup peredaran narkoba me-
lalui aksi penyelundupan yang dilakukan melalui jaringan
transportasi laut, sinergitas diantara instansi BNN, TNI, dan
Polri serta Instansi lain vang memiliki wewenang untuk men-
cegah dan memberantas peredaran narkoba, dan dibutuhkan
peran serta warga masyarakat guna memberikan informasi yang
seluas-luasnya terhadap lokasi penyelundupan dan peredaran
narkoba agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Human trafficking di Provinsi Sulawesi Selatan masih marak
terjadi. Kasus perdagangan anak dan perempuan asal Sulawesi
Selatan masih kerap terjadi. Para korban itu di antaranya berasal
dari Kabupaten Bone, Pinrang, Palopo, Sinjai, Tana Toraja,
Soppeng, Wajo, Enrekang, Bulukumba, Gowa dan Sidrap.
Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Parepare menjadi pintu
utama perdagangan orang (human trafficking) di Provinsi
Sulawesi Selatan. Modus para pelaku human trafficking itu di
antaranya menawarkan pekerjaan menarik dengan upah yang
menggiurkan kepada para calo korbannva. Dengan berbagai

modus operandi yang ditawarkan pelaku kepada korban, di-
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antaranya mendapatkan pekerjaan vang layak, penghasilan yang
lebih layak dibanding di daerah asal mereka sebelumnya be-
kerja hingga dijanjikan untuk di carikan jodoh. Kondisi lain
yang terpaksa korban lakukan dan ikuti disebabkan faktor eko-
nomi, terlilit hutang, sumber daya yang rendah, hingga sempit-
nya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, pencegahan yang di-
lakukan disamping keterlibatan pihak aparat yang berwayjib,
juga sangat diharapkan dari keterlibatan warga masyarakat
dalam memberikan informasi terkait oknum-oknum vang di-
anggap mencurigakan.

f) Ancaman berdimensi penegakan hukum. Dalam arti luas, proses
penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam
setiap hubungan hukum. Siapa saja vang menjalankan aturan
normatif baik itu meraa yang melakukan maupun tidak me-
lakukan pelanggaran dengan mendasarkan diri pada norma
aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau me-
negakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya
itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya apa-
ratur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memas-
tikan bahwa suatu aturan hukum bemaln sebagaimana seharus-
nya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara
hukum juga harus menempatkan hukum sebagai pedoman
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Indo-
Gsia sebagai Negara Hukum dapat ditemukan dalam Dalam
penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa
Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),
yang berarti Indonesia berdasarkan hukum dan tidak berdasar-
kan pada kekuasaan semata (machtsstaat). Hal tersebut,
kembali dipertegas pada amandemen UUD NKRI Tahun 1945
dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara
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Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Kons-
titusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan
hukum yang berlaku, termasuk penguasa pun harus tunduk pada
hukum vang berlaku, akan tetapi bekerjanya hukum di Indo-
nesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi konsep
negara hukum hanya sebatas formalitas belaka. Garis kebijakan
penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Sela-
tan dan Barat dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi,
Optimalisasi dan Pemulihan Public Trust. “Konsolidasi, opti-
malisasi dan pemulihan public trust itu sebagai tiga elemen
dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Optimalisasi
dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila
seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk
berjalan mencapai tujuan (Konsolidasi). Di lain sisi, optimali-
sasi tanpa diiringi oleh public trust hanya akan menjadi sekedar
data-data di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan
manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Upaya
pemulihan public trust dilakukan dengan cara membangun
komunikasi dengan publik, bersinergi dengan dunia pendidikan
serta pemberdayaan pusat kajian hukum.

Berdasarkan draian kajian ini maka disimpulkan dari

tujuh ancaman yakni dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan

budaya, keselamatan umum, dan penegakan hukum. Di masing-

masing dimensi tersebut ditemukan faktor penghambat dan pen-

dorong dalam rangka mendukung pembangunan daerah Provinsi

Sulawesi Selatan. Faktor penghambat tersebut terdapat pada di-

mensi ekonomi dan sosial budaya vakni masih diketemukan faktor

rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan dan peng-

angguran secara keseluruhan belum mampu diselesaikan secara

tuntas, sehingga perlu dibantu dalam meningkatkan taraf hidup

Antisipasi Ancaman Non Militer | 123




masyarakat secara merata. Kondisi tersebut terdapat di Kabupaten
Bulukumba, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten
Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bulukamba Kabupaten Jene-
ponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu,
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabu-
paten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Soppeng,
Kabupaten Sinjai, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Pinrang.
Sementara untuk aspek penegakan hukum maka, dibutuhkan pe-
nambahan jumlah personel untuk mengawasi sirkulasi penerapan
aturan untuk memonitoring dan melakukan evaluasi, sehingga men-
ciptakan sistem pengawasan yang lebih maksimal dalam mencegah
terjadinya praktik praktik penyelundupan barang serta narkoba dan
human trafficking yang dianggap membahayakan dan memberikan

dampak buruk bagi bangsa Indonesia.

B. Rekomendasi

Untuk mendukung sinergitas pembangunan di daerah Pro-
vinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter
dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara hen-
daknya mengelaborasi ancaman di masing-masing dimensi yang
memungkinkan dapat menjadi faktor penghambat dan juga dapat
berperan sebagai faktor pendukung dalam pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor penghambat tersebut terdapat
pada aspek dimensi; (1) ekonomi, (2) teknologi informasi, (3)
keselamatan umum, (4) sosial dan budaya, dan (5) penegakan
hukum. Keempat dimensi tersebut dilakukan upaya penanganan
secara serius oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersinergi
dengan Kementerian Lembaga terkait yang selanjutnya disinkroni-
sasikan dengan program pembangunan di setiap kabupaten/kota

yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Khusus bagi dimensi
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ekonomi pada kuadran [ terdapat Kabupaten Bulukumba dan
Kabupaten Wajo. Kuadran II ditempati oleh Kabupaten Selayar,
Pangkajene Kepulauan, dan Bulukamba Kabupaten Jeneponto,
Barru, Gowa, Luwu, Enrekang, Maros, Bone, dan Tana Toraja.
Kuadran III Kabupm] Luwu Timur, Soppeng, Sinjai, Takalar, dan
Pinrang terletak dengarmata-rata pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi yang terdapat
di Indonesia. Terakhir kuadran IV adalah Kabupaten Wajo,
Sidenreng Rappang, Luwu Utara, Bantaeng, Kota Makassar, Kota
Palopo, Kota Pare-pare. Untuk itu diperlukan upaya menciptakan
lapangan kerja dengan membuka usaha baru dengan sistem
kemitraan.

Dengan demikian, maka dirckomendasikan bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan sinergitas dan
kerjasama dengan Kementerian Lembaga terkait agar melakukan
pendataan untuk mengetahui alasan sehingga terjadinya faktor
lambatnya pertumbuhan IPM, pengagguran, dan kemiskinan yang
terdapat di Kabupaten/Kota. Upaya im diperlukan untuk me-
lakukan pendeteksian dini serta mencarikan solusi agar warga
masyarakat di setiap kabupaten/kota mendapatkan stimulus dari
pemerintah agar melakukan peningkatan kualitas keterampilan yang
dimiliki oleh warga masyarakat. Selain dari pada itu, peran dari
lembaga legislatif sewaktu melakukan kegiatan kunjungan kerja di
masing-masing daerah pemilihannya untuk menghimpun dan meng-
update data terbaru dimasing-masing wilayah dalam angka menge-
tahui sejauh mana peningkatan kualitas dari IPM yang ada di setiap
kabupaten/kota.

Upaya untuk mewujudkan sinergitas pembangunan di
Provinsi Sulawesi Selatan guna menghadapi ancaman Nonmiliter

dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara juga menjadi
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salah satu tantangan dan tugas bagi pemerintah daerah yang me-
libatkan Lembaga Pemerintahan TNI/Polri, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota. Koordinasi
di antara Lembaga Pemerintahan ini dianggap penting, guna men-
cegah dan menanggulangi ancaman Nonmiliter di bidang Ekonomi
yang disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya
pertumbuhan IPM. Selanjutnya pada dimensi ancaman penegakan
hukum dalam hal ini masih terdapatnya oknum yang terlibat dalam
praktik mafia hukum dan kasus tanah.

Sinergitas vang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertaha-
nan itu bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Oleh karena,
masih diketemukan beberapa hambatan-hambatan kecil yang dapat
mengurangi kinerja dari koordinasi diantara Lembaga Pemerintah-
an, sehingga dapat berdampak terhadap belum optimalnya koor-
dinasi yang dilakukan diantara Lembaga Pemerintahan. Oleh sebab
itu, dalam memaksimalkan sinergitas ini, diperlukan langkah-
langkah kerja keras vang konkrit tuntas sampai ke akar per-
masalahannya.

Dengan demikian, guna mencapai efektivitas pelaksanaan
tugas, maka disarankan adanya Perwakilan Kementerian Pertahanan
RI secara definitif di masing-masing Provinsi. Perwakilan Kemhan
RI tersebut bertujuan untuk melakukan upaya koordinasi dengan
lembaga-lembaga yang terkait dalam program-program pertahanan
dan keamanan nasional, sehingga langkah-langkah strategis yang
akan diimplementasikan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan
baik. Alasan utama dibalik saran ini adalah perlu optimalisasi di
setiap peran vang lakoni oleh Lembaga Pemerintah yang selanjut-
nya mengkoordinir semua pemangku kepentingan dengan kewena-
ngan vang besar yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tin-

dakan yang mengarah ke Ancaman Nonmiliter.
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Perwakilan Kemhan RI secara definitif di masing-masing
Provinsi ini maka harapan selanjutnya adalah dukungan anggaran
yvang memadal untuk menyukseskan upaya tersebut. Selama ini
anggaran vang dikeluarkan Kemhan RI masih sangat terbatas, se-
hingga pelaksanaan program-program kerja masih sangat terbatas
sesual dengan kemampuan anggaran. Apabila upaya perwujudan
sinergitas pembangunan di ing—masing Provinsi guna meng-
hadapi ancaman Nonmiliter dalam rangka mendukung penyeleng-
garaan Pertahanan Negara menjadi program Nasional, maka di-
harapkan adanya anggaran khusus dari Pemerintah kepada semua
pemangku kepentingan, sehingga memaksimalkan upaya masing-
masing sesual dengan bidangnya. Demikian Kajian Sinergitas
Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan Guna Menghadapi
Ancaman Nonmiliter Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan
Pertahanan Negara, sebagai bahan telaah bagi pengambil kebijakan
dan pertimbangan bagi Pimpinan Kementerian Pertahanan RI dalam

menentukan kebijakan strategis di masa mendatang.
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